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Sherly Kartika Surya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kinerja
non keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumaang sebelum dan
sesudah implementasi Badan Layanan Umum. Penelitian ini termasuk penelitian
kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan
gambaran keadaan objek berdasarkan fakta yang tampak dan memberikan analisis
perbandingan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumaang
sebelum dan sesudah implementasi Badan Layanan Umum, meliputi analisis
kinerja keuangan yang diukur menggunakan analisis tren serta rasio likuiditas,
rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, cost recovery rate dan tingkat kemandirian
dan analisis kinerja non keuangan yang diukur menggunakan BOR, TOI, BTO,
ALOS, GDR dan NDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis
tren dapat diketahui bahwa nilai aktiva, piutang, hutang, ekuitas pendapatan, biaya
dan laba sesudah Badan Layanan Umum cenderung mengalami peningkatan serta
kinerja keuangan sesudah Badan Layanan Umum mengalami peningkatan
dibandingkan sebelum Badan Layanan Umum pada aspek likuiditas dan
solvabilitas sedangkan rentabilitas, cost recovery rate dan tingkat kemandirian
mengalami penurunan sesudah Badan Layanan Umum. Kinerja non keuangan
diukur menggunakan nilai BOR, TOI dan NDR sesudah Badan Layanan Umum
nilainyatidak jauh berbeda dengan sebelum Badan Layanan Umum, namun untuk
BTO, ALOS dan GDR sesudah Badan Layanan Umum nilainya jauh diatas
kriteria/standar kinerja pelayanan rumah sakit.

Kata kunci: Badan Layanan Umum, kinerja keuangan, kinerja non keuangan.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the performance of the
financial and non-financial performance at General Regional Hospital Dr.
Haryato Lumajang before and after the implementation of the Public Service
Board. This study includes qualitative research with descriptive analysis
approach that aims to provide a picture of the object based on the facts that
appear and provide a comparative analysis of the performance of the Regional
General Hospital Dr. Haryato Lumajang before and after implementation of the
Public Service Board, includes analysis of financial performance as measured
using trend analysis and liquidity ratios, solvency ratios, profitability ratios, cost
recovery rate and the level of independence and performance analysis
nonfinancial measured using the BOR, TOI, BTO, ALOS, GDR and NDR. The
results showed that based on the analysis of trends can be seen that the value of
assets, receivables, payables, equity income, expenses and profits after the Public
Service Board tends to increase as well as the financial performance after the
Public Service Board has increased compared to before the Public Service Board
on aspects of liquidity and solvency, while profitability, cost recovery rate and
degree of independence has decreased after the Public Service Board. Non-
financial performance is measured using a value of BOR, TOI and NDR after the
Public Service Board the value is not much different from before the Public
Service Board, but for BTO, ALOS and the GDR after the Public Service Board in
value was far above criteria/performance standard of hospital services.

Keywords: Public Service Board, the financial performance, non-financial
performance.
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RINGKASAN

AnalisisKinerja Keuangan Dan Non Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haryoto Lumajang Sebelum Dan Sesudah I mplementasi Badan L ayanan
Umum; Sherly Kartika Surya; 100810301111; 70 halaman; Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Organisasi pemerintah yang menyandang status Badan Layanan Umum
merupakan organisasi yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari |aba tetapi
memberikan pelayanan kepada publik. Organisasi pemerintah harus memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan
sehingga dapat dinilai keberhasilannya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik
adalah dengan mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) yaitu
paradigma yang memberi arah yang tepat bagi pengelolaan keuangan sektor
publik, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara membuka celah baru bagi penerapan anggaran berbasis
kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut,
instans pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan
kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel
dengan menonjolkan produktivitas, efisensi dan efektivitas. Satuan kerja baru
tersebut bernama Badan Layanan Umum (Waluyo, 2011).

Rumah sakit merupakan institus yang kompleks, dinamis, kompetitif,
padat modal dan padat karya, yang multi disiplin serta dipengaruhi oleh
lingkungan yang selalu berubah. Namun rumah sakit harus tetap konsisten untuk
menjalankan misinya sebagai institusi pelayanan sosial, dengan mengutamakan
pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan etika pelayanan
(Candri, 2007). Mdaui konsep pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum ini rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme,

mendorong enterpreneurship, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka
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pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan PPK -
BLU ini yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas
pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik (Sri Mulyani, 2007 dalam
Meidyawati, 2011). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja
keuangan dan non keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebelum dan sesudah implementasi Badan Layanan Umum.

Penelitian ini ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan
pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur kepada pihak Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang yaitu kepala sub bagian keuangan dan
kepala penanggung jawab pelayanan medik, serta data sekunder berupa Laporan
Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan
RSUD Dr. Haryoto Lumagjang Tahun 2008-2013. Analisis data dilakukan secara
induktif dan ditelaah dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai kinerja
keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang baik sebelum
maupun sesudah Badan Layanan Umum. Sesudah status Badan Layanan Umum,
kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang berdasarkan
rasio likuiditas dan rasio solvabilitas serta analisis tren mengalami peningkatan.
Sales Growth Rate (SGR) dan tingkat kemandirian Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haryoto Lumajang pada periode sesudah Badan Layanan Umum mengalami
penurunan. Nilai Cost Recovery Rate masih berada dibawah 100%. Sedangkan
dari aspek kinerja non keuangan yang dinila dengan indikator BOR (Bed
Occupancy Rate), TOI (Turn Over Interval) dan NDR (Net Death Rate) sama-
sama telah memenuhi kriteria/standar pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit
seperti ketetapan dari Departemen K esehatan Republik Indonesia sehingga kinerja
tersebut dinila baik. Sedangkan pada BTO (Bed Turn Over), ALOS (Average
Length of Stay), GDR (Gross Death Rate) sesudah Badan Layanan Umum dinilai
masih belum memenuhi kriteria/lstandar pengukuran kinerja pelayanan rumah
sakit seperti ketetapan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia sehingga

dinilai masih belum baik.
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SUMMARY

Performance Analysis of Financial And Non-Financial General Regional
Hospital Dr. Haryato Lumajang Before And After the Implementation of the
Public Service Board; Sherly Kartika Surya; 100810301111; 70 pages,
Department of Accounting Faculty of Economics, University of Jember.

Governmental organization which holds the status of the Public Service
Board is an organization that is not solely intended for profit but to provide
services to the public. Governmental organizations must provide optimum service
to the community and improving the quality of services that can be assessed
success in providing services to the public. One aternative to boost public
services is by enterprising the government is a paradigm which gives the right
direction for public sector financial management, as mandated in Law No. 17
Y ear 2003 on State Finance.

With the issuance of Law No. 1 of 2004 on State Treasury opened new
loopholes for the implementation of performance-based budgeting within
government agencies. In the Act, government agencies whose duties and functions
provide the public can apply flexible financial management by accentuating the
productivity, efficiency and effectiveness. The new work unit called Public
Service Agency (Waluyo, 2011).

The hospital is an institution that is complex, dynamic, competitive,
capital-intensive and labor-intensive, multi-discipline, and influenced by the ever-
changing environment. However, hospitals must remain consistent to its mission
as an institution of social services, with emphasis on service to the community by
always considering the ethics of care (Candri, 2007). Through the concept of
financial management pattern Public Service Agency is the hospital is expected to
increase professionalism, encourage entrepreneurship, transparency and
accountability in the context of public services, in accordance with the three
pillars that are expected from the implementation of the PPK-BLU that promote
performance improvement of public services, the flexibility of financia
management and good governance (Sri Mulyani 2007 in Meidyawati, 2011). This

Xii
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study is intended to determine the financial and non-financial performance at the
General Regional Hospital Dr. Haryato Lumagang before and after the
implementation of the Public Service Board.

This study is included in the category of qualitative research with
descriptive analysis approach. The data used in this research is primary data
obtained through structured interviews to the Regional Genera Hospital Dr.
Haryato Lumajang namely sub-section chief in charge of finance and head of
medical services, as well as secondary data from the Financial Statements, Report
of the Budget, Performance Reports and Annual Reports Hospital Dr. Haryato
Lumajang 2008-2013. The data were analyzed inductively and analyzed using
qualitative methods.

The research showed a picture of the financial performance of General
Regional Hospital Dr. Haryato Lumajang both before and after the Public Service
Board. After the status of the Public Service Board, the financial performance of
Regional General Hospital Dr. Haryato Lumajang based on the ratio of liquidity
and solvency ratios and trend analysis has increased. Sales Growth Rate (SGR)
and the degree of independence of the Regional General Hospital Dr. Haryato
Lumajang in the period after the Public Service Board has decreased. Value Cost
Recovery Rate was still below 100%. While aspects of the performance of non-
financial assessed with indicators BOR (Bed Occupancy Rate), TOI (Turn Over
Interval) and NDR (Net Death Rate) alike have met the criteria/standards of
performance measurement hospital services such as the provision of the Ministry
of Health of the Republic of Indonesia so the performance is considered good.
While on BTO (Bed Turn Over), ALOS (Average Length of Stay), GDR (Gross
Death Rate) after the Public Service Board still considered not meet the
criteria/lstandards of performance measurement hospital services such as the
provision of the Ministry of Hedth of the Republic of Indonesia that is still

considered good.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi pemerintah yang menyandang status Badan Layanan Umum
merupakan organisasi yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari laba
tetapi memberikan pelayanan kepada publik. Organisasi pemerintah harus
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta peningkatan
kualitas pelayanan sehingga dapat dinilai keberhasilannya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Dekade terakhir reformasi keuangan negara telah memasuki babak
baru, salah satu agendanya adalah adanya pergeseran dari pengganggaran
tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja
ini, arah anggaran (penggunaan dana pemerintah) tidak lagi berorientasi pada
input tetapi lebih pada output. Perubahan ini merupakan momentum yang
penting dalam rangka proses pembelgjaran untuk menggunakan sumber daya
pemerintah yang lebih efektif, efisen dan produktif tetapi tetap dapat
memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi seiring dengan keterbatasan
sumber dana yang ada. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat
diperlukan bagi satuan kerja instans pemerintah (satuan kerja yang
memberikan pelayanan kepada publik). Salah satu aternatif untuk mendorong
peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah.
Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma
yang memberi arah yang tepat bagi pengelolaan keuangan sektor publik,
seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara membuka celah baru bagi penerapan anggaran
berbasis kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Dalam Undang-Undang
tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan
pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Satuan
kerja baru tersebut bernama Badan Layanan Umum (BLU) (Waluyo, 2011).

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi
di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual dengan tidak
mengutamakan mencari keuntungan dan daam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiens dan produktivitas. Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah
pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesgjahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini, sebaga pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
negara pada umumnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005, pasa 1).

Rumah sakit merupakan institusi yang kompleks, dinamis, kompetitif,
padat modal dan padat karya, yang multi disiplin serta dipengaruhi oleh
lingkungan yang selalu berubah. Namun rumah sakit harus tetap konsisten
untuk menjalankan misinya sebagai institus pelayanan sosial, dengan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan
etika pelayanan (Candri, 2007). Rumah sakit dituntut untuk dapat melayani
masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan
memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Mela ui
konsep pola pengelolaan keuangan BALU ini rumah sakit diharapkan dapat
meningkatkan profesionalisme, mendorong enterpreneurship, transparansi dan
akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik, sesua dengan tiga pilar yang
diharapkan dari pelaksanaan PPK-BLU ini, yaitu mempromosikan
peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan
tata kelola yang baik (Sri Mulyani, 2007 dalam Meidyawati, 2011).

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang adalah
rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang pertama kali
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didirikan di jalan Jenderal S. Parman Nomor 13 Lumgang. Pada tahun 1954
atas prakarsa Dr. Haryoto selaku direktur rumah sakit yang pertama dengan
dukungan Bupati Lumajang serta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sementara (DPRDS) Kabupaten Lumajang, rumah sakit yang berada di jalan
A. Yani Nomor 281 Lumajang ini dibangun dan diresmikan operasionalnya
padatanggal 10 November 1955 (saat ini menjadi jalan Basuki Rahmat Nomor
5 Lumgang). Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto merupakan rumah
sakit kelas B Non Pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Lumaang yang
terletak di atas tanah seluas 29.234,05 m? dengan luas bangunan 15.927 m2,
memiliki 214 tempat tidur dengan tingkat hunian rata-rata 73,19% per tahun,
dengan jangkauan pelayanan meliputi Lumajang hingga perbatasan Jember
dan Probolinggo (Buku profil RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014).

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto telah ditetapkan sebagai
Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati Lumagang Nomor
188.45/308/427.12/2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan K euangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto Kabupaten Lumagang. Hal ini bertujuan agar Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto dapat menerapkan pengelolaan yang lebih profesional dan
ala bisnis yang diharapkan dapat menjadi lebih responsif dan agresif dalam
menghadapi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima yang
efektif dan efisien namun tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
(Buku profil RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014).

Peneliti memilih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten
Lumagjang karena Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten
Lumajang telah ditetapkan sebaga Badan Layanan Umum Daerah sdlama
enam tahun sgak tahun 2009 sampai saat ini. Berdasarkan uraian latar
belakang di atas, maka peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan
dalam bentuk penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan dan Non
Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang Sebelum dan
Sesudah Implementasi Badan Layanan Umum.”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah yang dapat
dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan dan non
keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang sebelum

dan sesudah implementasi Badan Layanan Umum?”’

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dan non
keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang sebelum

dan sesudah implementasi Badan Layanan Umum.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil pendlitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi akademisi
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi kemajuan
akademis dan dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya
dengan topik yang sama.
2. Bagi instans atau rumah sakit
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan
mengenai kinerja keuangan dan kinerja non keuangan pada Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang sebelum dan sesudah

implementasi Badan Layanan Umum.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi
di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual dengan tidak
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisienss dan produktivitas. Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah
pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
negara pada umumnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang atau jasa yang dijua dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.

2.2 Tujuan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakatdalam rangka memagukan kesgahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan
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penerapan praktek bisnis yang sehat. Adapun asas Badan Layanan Umum
adalah sebagai berikut:

1

BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan
umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang
didelegasikan oleh instans induk yang bersangkutan.

BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian
negaral/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU
tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah
sebagal instansi induk.

Menteri/pimpinan  lembaga/gubernur/bupati/walikota  bertanggung
jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum
yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang
dihasilkan.

Pgabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan
kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU
disusun dan disgiikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja
kementerian negara/lembaga/ SK PD/pemerintah daerah.

BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum segjalan dengan
praktek bisnis yang sehat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum).
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2.3 Karakteristik Badan Layanan Umum

Daam artikel yang berjudul Rumah sakit pemerintah daerah sebagai

badan layanan umum (BLU) dalam Santi 2009, menyatakan bahwa
karakteristik BLU adalah:

1

Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari
kekayaan Negara;

2. Menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat;

3. Tidak bertujuan untuk mencari laba;

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ada

korporasi;

Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan
padainstansi induk;

Penerimaan balk pendapatan atau sumbangan dapat digunakan secara
langsung;

Pegawai dapat terdiri dari PNS dan bukan PNS;

Badan Layanan Umum bukan merupakan subyek pajak.

Bentuk keistimewaan dalam ha fleksibilitas pengelolaan keuangan

yang dimiliki BLU antara lain (Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLU, 2010 dalam Meidyawati, 2011):

1. Pendapatan operasional dapat digunakan langsung sesuai rencana

bisnis dan anggaran tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas
Negara, namun seluruh pendapatan tersebut merupakan PNBP yang
wajib dilaporkan dalam |aporan realisasi anggaran.

Anggaran belanja BLU merupakan anggaran fleksibel berdasarkan
kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah
pengeluaran, belanja dapat bertambah/berkurang dari yang dianggarkan
sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang, setidaknya
proporsional.

Daam rangka pengelolaan kas BLU dapat merencanakan penerimaan
dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan/tagihan, menyimpan kas

dan mengelola rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan
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sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek dan memanfaatkan

kas yang menganggur (idle cash) jangka pendek untuk memperoleh

pendapatan tambahan.

4. BLU dapat mengelola piutang dan utang sepanjang dikelola dan
disclesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab serta memberikan nilai tambah sesuai praktik bisnis
yang sehat.

5. BLU dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka
panjang.

6. Pengadaan barang dan jasa BLU yang sumber dananya berasal dari
pendapatan operasional, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan
pihak lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan
barang/jasa yang ditetapkan pimpinan BLU.

7. BLU dapat mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur
pengel olaan keuangan.

8. BLU dapat memperkerjakan tenaga profesional non PNS.

9. Pgabat pengelola, dewan pengawas dan pegawal dapat diberikan
remuneras  berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan.

Untuk menjadi sebuah Badan Layanan Umum (BLU), maka harus
memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasa 4 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, sebagai berikut:

1. Persyaratan Substantif, apabila menyelenggarakan layanan umum yang
berhubungan dengan:

a. Penyediaan barang atau jasa layanan umum;

b. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan

meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum;

c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi

atau pelayanan kepada masyarakat.
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2. Persyaratan Teknis, yaitu:

a

Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak
dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan
Umum (BLU) sebagaimana  direkomendasikan oleh
menteri/pimpinan  lembagalkepala SKPD  sesuai  dengan
kewenangannya;

Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah
sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan Badan
Layanan Umum (BLU).

3. Persyaratan Administratif, yaitu:

a

o S-S (I <

Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,
keuangan dan manfaat bagi masyarakat;

Polatata kelola;

Rencana strategis bisnis;

L aporan keuangan pokok;

Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit

secara independen.

Berdasarkan hasil penilaian atas persyaratan-persyaratan tersebut,

selanjutnya menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota dapat menentukan
apakah suatu unit dapat ditetapkan sebagai BLU dengan status sebagai BLU
penuh atau bertahap, ataupun ditolak. Status BLU secara penuh diberikan

apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan memuaskan. Status BLU

bertahap diberikan apabila persyaratan subtantif dan teknis telah terpenuhi,

namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.

2.4 Pengertian Kinerja
Menurut (Mulyadi, 2001 dalam Hanuma, 2010), kinerja adalah istilah

umum yang digunakan untuk menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan

atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode.
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10

Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting sistem
pengendalian mangemen suatu organisasi, yang dapat digunakan untuk
mengendalikan aktivitas-aktivitas. Setigp aktivitas harus terukur kinerjanya
agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Suatu aktivitas yang
tidak memiliki ukuran kinerja akan sulit bagi organisasi untuk menentukan
apakah aktivitas tersebut sukses atau gaga (Mahmudi, 2005 dalam
Meidyawati, 2011).

Kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sgjauh mana
organisasi dapat mencapa tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah
ditetapkan sebelumnya. Dalam kerangka organisas terdapat hubungan antara
kinerja perorangan (individual performance) dengan Kkinerja organisasi
(organization performance). Organisasi pemerintah maupun swasta, organisasi
besar maupun kecil dalam mencapa tujuan yang telah ditetapkan harus
melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau sekelompok orang
yang aktif berperan sebaga pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan
organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh
orang atau sekelompok orang dalam organisasi tersebut (Bastian, 2001 dalam
Nofitasari, 2013).

2.5 Aspek dalam Pengukuran Kinerja
Kinerja dalam sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak
ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara
komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, ukuran finansia sgja tidak
cukup untuk mengukur kinerja sektor publik, karena sifat output yang
dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output. Oleh karena
itu, perlu dikembangkan ukuran kinerjanon finansia (Mardiasmo, 2002).
Menurut Bastian (2001) mengemukakan bahwa setiap organisasi
terlepas dari besar, jenis, sektor atau spesialisasinya memerlukan pengukuran
kinerja pada aspek-aspek sebagai berikut:
1. Finansia, yang meliputi anggaran rutin dan pembangunan.
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2. Kepuasan pelanggan, dimana pelanggan mempunyai peran dan posisi
yang sangat krusial dalam penentuan strategi organisasi.

3. Operas bisnis internal, dimana informasi operasi bisnis internal
diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan instans
pemerintah sudah seirama untuk mencapal tujuan dan sasaran
organisasi.

4. Kepuasan pegawai, dimana dalam setigp organisasi pegawai
merupakan asset yang harus dikelola dengan baik.

5. Kepuasan komunitas dan stakeholders, dimana instansi pemerintah di
dalam menjalankan kegiatannya berinteraksi dengan berbagai pihak
yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya.

6. Waktu, dimana ukuran waktu merupakan variabel yang perlu
diperhatikan agar informasi dapat digunakan tepat waktu dan tidak
kadaluarsa

2.6 Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum

Menurut Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi
masyarakat dengan karakteristik tersendiri  yang dipengaruhi oleh
perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemaguan teknologi dan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan
pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud
dergat kesehatan yang maksimal. Rumah Sakit yang didirikan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang
kesehatan, Instans tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan
Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1045/Menkes/Per/X1/2006 menyebutkan bahwa rumah sakit adalah suatu
fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan
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rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka
panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif
untuk orang-orang yang menderita sakit, cidera dan melahirkan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3,
Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:

a Pemdiharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan paripurnatingkat sekunder dan tersier;

b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian
pelayanan kesehatan;

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;

d. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

2.7 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pelayanan minimal yang
harus dilakukan oleh suatu unit pelayanan kesehatan yang ada di suatu daerah
dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. SPM bidang
kesehatan di rumah sakit adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan di rumah sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 214/Menkes/SK/11/2007).

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh setigp warga secara minimal. Standar
Pelayanan Minima (SPM) juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak
ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU)
kepada masyarakat. Standar pelayanan minimal ini dimaksudkan agar
tersedianya panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan
pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit (Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/11/2008).
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Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
288/Menkes/SK/I111/2002, Standar Pelayanan Rumah Sakit Daerah adalah
penyelenggaraan pelayanan mangemen rumah sakit, pelayanan medik,
pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun
rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit. Untuk
mengukur kinerjarumah sakit ada beberapa indikator, yaitu:

a. Input, yang dapat mengukur pada bahan aat sistem prosedur atau
orang yang memberikan pelayanan misanya jumlah dokter,
kelengkapan aat, prosedur tetap dan lain-lain.

b. Proses, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan yang
misalnya kecepatan pelayanan, pelayanan dengan ramah dan lain-lain.

c. Output, yang dapat menjadi tolok ukur pada hasil yang dicapai,
misalnya jumlah yang dilayani, jumlah pasien yang dioperas,
kebersihan ruangan.

d. Outcome, yang menjadi tolok ukur dan merupakan dampak dari hasil
pelayanan sebagal misalnya keluhan pasien yang merasa tidak puas
terhadap pelayanan dan lain-lain.

e. Benefit, adalah tolok ukur dari keuntungan yang diperoleh pihak rumah
sakit maupun penerima pelayanan atau pasien yang misal biaya
pelayanan yang lebih murah, peningkatan pendapatan rumah sakit.

f. Impact, adalah tolok ukur dampak pada lingkungan atau masyarakat
luas misalnya angka kematian ibu yang menurun, meningkatnya dergjat

kesehatan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan karyawan.

2.8 Pola Pengelolaan Keuangan Sebelum dan Sesudah BLU

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya
disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa kel el uasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesgjahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian
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danketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya (Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangannya terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran,
pemegang kas dengan dibantu oleh kasir pengeluaran, kasir penerimaan,
pencatat pembukuan, pembuat dokumen, serta pengurus gaji. Asas umum
pengel olaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk
masyarakat.

2. Secara tertib yang dimaksud adalah bahwa keuangan daerah dikelola
secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan
keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

4. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

5. Efisen merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran tertentu.

6. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu padatingkat harga yang terendah.
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7. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

8. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

9. Keadilan adalah keseimbangan distribus kewenangan dan
pendanaannya atau keseimbangan distribusi hak dan kewagjiban
berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

10. Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan
wajar dan proporsional.

11. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.9 Pendlitian Terdahulu
Penelitian mengenai Badan Layanan Umum telah dilakukan oleh
peneliti terdahulu, penelitian-penelitian tersebut antaralain:

1. Sularti Yuli Amintasih (2010) melakukan penelitian mengenai dampak
perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terhadap
kualitas pelayanan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui
dampak perubahan status RSUD terhadap kualitas pelayanan kesehatan
di RSUD Kabupaten Karanganyar. Dalam hasil penelitian tersebut
Sularti (2010) menunjukkan bahwa perubahan status dari BUMD
menjadi BLUD pada RSUD Kabupaten Karanganyar tidak
menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap kualitas
pelayanan.

2. Meidyawati (2011) melakukan penelitian mengenai pengukuran
implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PPK-BLU) pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) menggambarkan dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

16

menjelaskan konsep Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PPK-BLU); 2) menggambarkan dan mengandlisis
implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PPK-BLU) pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi; 3)
menggambarkan dan menganaisis kinerja Rumah Sakit Stroke
Nasional Bukittinggi sebelum dan setelah mengimplementasikan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan 4)
mengindentifikasi dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Rumah
Sakit Stroke Nasional Bukittinggi di dalam implementas Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Hasil
penelitiannya menyebutkan bahwa: 1) konsep PPK-BLU yang baik
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
memerlukan pengawasan dan pengendalian dalam implementasinya,
dimulai dari proses perencanaan sampal pelaksanaannya, agar tidak
terjadi penyimpangan dengan memanfaatkan berbaga fleksibilitas,
yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah sakit sebagai BLU; 2)
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi telah menyusun dan
mengimplementasikan semua persyaratan administratif PPK-BLU yang
meliputi Pola Tata Kelola, Rencana Bisnis Anggaran, Standar
Pelayanan Minimal dan Laporan Keuangan. Implementas tata kelola
diwujudkan dalam bentuk organisasi dan tata laksana, akuntabilitas dan
transparansi; 3) implementas PPK-BLU telah memberikan
peningkatan nilai kinerja, peningkatan pertumbuhan pendapatan dan
peningkatan kemandirian rumah sakit, serta memberikan manfaat
langsung dalam mempermudah proses pengadaan obat-obatan, bahan
habis pakai dan peraatan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan
kepada masyarakat dan 4) Rumah Sakit Stroke Nasiona Bukittinggi
masih menghadapi kendala dalam implementasi PPK-BLU diantaranya
aturan pelaksanaan untuk beberapa kegiatan yang belum ada,
kelemahan sistem pengendalian internal, sistem mangemen pelayanan

kesehatan yang belum terpadu, belum dilakukannya evaluasi secara
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berkala oleh instansi pengelola teknis dan keuangan seta keterbatasan
sumber daya yang dimiliki rumah sakit secara birokrasi pemerintahan.
3. Dwi Nofitasari (2013) melakukan penelitian mengena analisis kinerja
UPT Rumah Sakit Paru Jember sebelum dan sesudah Badan Layanan
Umum (BLU). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
kinerja non keuangan dan kinerja keuangan UPT Rumah Sakit Paru
Jember sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum (BLU). Dalam
penelitiannya, kinerja non keuangan jika dilihat dari nilai GDR dan
NDR sesudah Badan Layanan Umum (BLU) belum dapat dikatakan
baik, jika dibandingkan dengan nilai GDR dan NDR sebelum Badan
Layanan Umum (BLU). Kinerja keuangan UPT Rumah Sakit Paru
Jember sesudah Badan Layanan Umum (BLU) lebih baik jika
dibandingkan dengan sebelum Badan Layanan Umum (BLU).

2.10 Kerangka Konseptual Penelitian
Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai
berikut:
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian
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BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Pendlitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan
pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan
cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganaisis data sehingga
mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode
analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena
yang diteliti (Nawawi, 1998: 63).

3.2 Obyek Pendlitian

Obyek penelitian di dalam penelitian ini adalah sebuah rumah sakit
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumagang yaitu Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumgang. Rumah sakit ini berlokas di Jalan Ahmad
Y ani Nomor 281 Lumajang.

3.3 Jenisdan Sumber Data
3.3.1 DataPrimer

Data primer (Primary Data) yaitu data yang diperoleh secara langsung
dari sumber adli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus
dikumpulkan oleh pendliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro
dan Supomo, 2013). Data primer ini berupa opini subyek (orang) secara
individual atau kelompok, dengan memberikan daftar pertanyaan yang akan
diikuti dengan wawancara terstruktur kepada pihak Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang yaitu kepala sub bagian keuangan dan kepala
penanggungjawab pelayanan medik.

3.3.2 Data Sekunder
Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2013), data sekunder merupakan
sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui

19
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media perantara (diperolen dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.
Data sekunder ini diperoleh dari data-data Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto Lumajang meliputi:

1

Laporan Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumgang Tahun 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 dan 2013.

Laporan Realisass Anggaran RSUD Dr. Haryoto Lumaang Tahun
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

Laporan Kinerja RSUD Dr. Haryoto Lumaang Tahun 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 dan 2013.

Laporan Tahunan RSUD Dr. Haryoto Lumajang Tahun 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 dan 2013.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung

pada obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara

sebagal berikut:

a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode
survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek
penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013). Wawancara ini
dilakukan secara langsung kepada Pihak Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang.

b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
peneliti dengan cara mengumpulkan data, catatan-catatan dan
dokumen yang relevan dengan keperluan penelitian. Kemudian
data yang telah dikumpulkan dipelgari dan diolah sebagal bahan

penelitian.
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c. Pengamatan Langsung (Direct Observation). Metode pengumpulan
data melaui pengamatan langsung pada obyek penelitian
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai
perilaku dan kejadian yang diamati. Metode ini memiliki kelebihan
yaitu umumnya data yang diperoleh lebih akurat dan bebas. Oleh
karena itu data yang diperoleh melaui pengamatan langsung
kadang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melaui
wawancara atau kuisioner.

2. Studi Kepustakaan

Metode penelitian dengan mempelgari literatur dan tulisan-tulisan

yang berhubungan penelitian dan obyek penelitian. Hal ini dilakukan

untuk memperoleh landasan teori yang digunakan dalam membahas
masalah yang diteliti. Data yang diperoleh yaitu melalui buku-buku,
peraturan-peraturan, penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan

digunakan dalam penelitian.

3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan secarainduktif yang dimulai dari pengumpulan
data-data yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan dan kinerja
nonkeuangan sebelum dan sesudah implementass Badan Layanan Umum
(BLU) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagjang kemudian
ditelaah dengan menggunakan metode kualitatif terhadap data-data yang telah
diperoleh, kemudian dianalisis sehingga memberikan gambaran dan
penjelasan yang menyeluruh mengenal masalah yang diteliti, dengan batasan-
batasan yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan
mengenai rumusan masalah yang ada.

Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data sekunder
yaitu data kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang yang
terdiri dari: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, cost recovery
rate dan tingkat kemandirian, kemudian mengumpulkan data kinerja non
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keuangan yang berkenaan dengan nilai: BOR, TOI, BTO, ALOS, GDR dan
NDR.

3.6 Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit

Evaluas dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setigp tahun oleh
kepala daerah atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non
keuangan. Evaluasi dan penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat
pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra
bisnis dan RBA. Evaluas dan penilaian kinerja dari aspek keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), dapat diukur berdasarkan
tingkat kemampuan BLUD dalam memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari
layanan yang diberikan (rentabilitas), memenuhi kewajiban jangka pendeknya
(likuiditas), memenuhi seluruh kewagjibannya (solvabilitas), kemampuan
penerimaan dari jasa layanan untuk membiaya pengeluaran (Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007).

3.6.1 Rasio Likuiditas
Menurut Harahap (2013), rasio likuiditas merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewgjiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Mengenai rasio-
rasio likuiditas sebagaimana yang diutarakan, menurut Riyanto (2010),
dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Rasiolancar (current ratio)
Rasio ini merupakan perbandingan antara aset lancar dengan
kewgjiban lancar. Current ratio dapat dihitung dengan

menggunakan rumus:

Aset Lancar

Currentratio = x 100%

Kewajiban Lancar
Menurut Fahmi (2012), kondisi perusahaan yang memiliki current
ratio yang baik adalah dianggap sebagai perusahaan yang baik dan
bagus, namun jika current ratio terlalu tinggi juga dianggap tidak
baik karena dapat mengindikasikan adanya masalah seperti jumlah
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persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat
penjualan sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan
menunjukkan adanya over investment dalam persediaan tersebut
atau adanya saldo piutang yang besar yang tak tertagih.

b. Rasio cepat (quick ratio)
Rasio ini merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi
persediaan dengan kewajiban lancar. Quick ratio dapat dihitung

dengan menggunakan rumus:

Aset Lancar — Persediaan

x 100%

Quick ratio = Kewajiban Lancar

c. Rasiokas (cashratio)
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang
tersedia. Dengan bertambah tingginya Cash ratio berarti jumlah
uang tunai yang tersedia semakin besar. Cash ratio dapat dihitung

dengan menggunakan rumus:

Cash ratio =~ === x 100%

Hutang Lancar

3.6.2 Rasio Solvabilitas

Menurut Harahap (2013), rasio solvabilitas mengukur perbandingan

dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari

kreditur. Rasio ini menentukan kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewagjiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka

panjang. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio solvabilitas adal ah:

a. Rasio hutang terhadap total aktiva (total debt to total asset ratio)
Total debt to total asset ratio merupakan perbandingan hutang
dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan berapa total aktiva
yang tersedia untuk menjamin hutang perusahaan. Semakin tinggi
debt ratio semakin besar pinjaman yang digunakan dalam
menghasilkan keuntungan perusahaan. Total debt to total asset
ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
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Total Hutang
Total Aktiva

b. Rasio hutang terhadap ekuitas (total debt to equity ratio)

Total debt to total asset ratio = x 100%

Total debt to equity ratio menunjukkan hubungan antara pinjaman
jangka panjang yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah
modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Ha ini
biasanya diberikan untuk mengukur finansia leverage dari suatu
perusahaan. Total debt to equity ratio dapat dihitung dengan

menggunakan rumus:

Total Hutang

X 9%
Total Modal (Equity) 100%

Total debt to equity ratio =

Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan rumah sakit untuk memperoleh hasil usaha atau hasil kerja
(pendapatan) dari layanan yang diberikan. Pertumbuhan pendapatan
(sales growth rate) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Pertumbuhan Pendapatan Operasional Tahun Sekarang -

Realisasi Pendapatan Tahun Lalu :
= R x 100%
Realisasi Pendapatan Tahun Lalu

Cost Recovery Rate

Cost recovery rate merupakan ratio yang digunakan untuk mengetahui
kemampuan rumah sakit dalam memenuhi seluruh belanja fungsional
dari pendapatan operasional. Pendapatan fungsional adalah pendapatan
yang berasal dari pelayanan jasa yang diberikan oleh rumah sakit.
Sedangkan yang dimaksud belanja fungsional disini adalah belanja
yang digunakan untuk memenuhi kegiatan pelayanan jasa rumah sakit.

Cost recovery rate dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Jumlah Pendapatan Operasional
Jumlah Belanja Fungsional

Cost recovery rate = % 100%
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3.6.5 Tingkat Kemandirian
Tingkat kemandirian merupakan kemampuan untuk mengetahui
seluruh belanja dari pendapatan operasional. Pendapatan operasional
adalah total dari pendapatan fungsional dengan subsidi. Tingkat

kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

. . umlah Pendapatan Operasional
Tingkat kemandirian =1 P £ x 100%

Jumlah Belanja Operasional

3.7 Kinerja Non Keuangan pada Rumah Sakit
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
penilaian kinerja dari aspek nonkeuangan dapat diukur melalui proses internal
pelayanan. Menurut (Departemen Kesehatan RI, 2005 dalam Dwi, 2013)
Baik/buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dapat
diketahui dari beberapaindikator sebagai berikut:
1. BOR (Bed Occupancy Rate) = Angka penggunaan tempat tidur
BOR (bed occupancy rate) merupakan prosentase pemakaian tempat
tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran
tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai
parameter BOR yang idead adalah antara 60-85%. BOR (bed

occupancyratie) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Jumlah hari perawatan di rumah sakit

BOR = x 100%

jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu perioda

2. TOI (Turn Over Interval) = Tenggang perputaran
TOI (turn over interval) merupakan rata-rata hari dimana tempat tidur
tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini
memberikan gambaran tingkat efisienss penggunaan tempat tidur.
Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. TOI
(turn over interval) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

(Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu perioda)-
TOIl = Jumlah hari perawatan

Jumlah pasien keluar (hidup + mati)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

3. BTO (Bed Turn Over) = Angka perputaran tempat tidur
BTO (bed turn over) merupakan pemakaian tempat tidur pada satu
perioda, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu
tertentu. ldealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai
40-50 kali. BTO (bed turn over) dapat dihitung dengan menggunakan

rumus:

Jumlah pasien dirawat (hidup + mati)
Jumlah tempat tidur

BTO =

4. ALOS (Average Length of Say) = Rata-ratalamanya pasien dirawat
ALOS (average length of stay) merupakan rata-ratalamarawat seorang
pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat
efisiens, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila
diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu
pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai ALOS yang ideal
antara 6-9 hari. ALOS (averagelength of stay) dapat dihitung dengan

menggunakan rumus:

Jumlah lama rawat
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

5. GDR (Gross Death Rate)
GDR (gross death rate) merupakan angka kematian umum untuk setiap
1000 penderita keluar. Secaraumum nilai GDR yang ideal adalah tidak
lebih dari 45/1000 penderita keluar (4,5/100 penderita keluar). Nilai
GDR (gross death rate) dapat dihitung dengan rumus:

ALOS=

Jumlah pasien mati seluruhnya

GDR = x 100%

Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

6. NDR (Net Death Rate)
NDR (net death rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat
untuk setigp 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan
gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Secara umum nilai NDR
yang idea adalah kurang dari 25/1000 penderita keluar (2,5/100
penderita keluar). Nilai NDR (net death rate) dapat dihitung dengan

menggunakan rumus:
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Jumlah pasien mati > 48 jam

NDR =

= Tamlahpasien keluar (hRUDEat) 100%
3.8 Kerangka Pemecahan M asalah

Pada pendlitian ini, peneliti mencoba mengkaji secara teoritis dari
berbagai referensi berkenaan dengan andlisis kinerja keuangan dan non
keuangan sebelum dan sesudah implementass Badan Layanan Umum di
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. Tujuannya adalah untuk
mengetahui apakah terdapat perbedaan terhadap kinerja keuangan dan non
keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang sebelum
dan sesudah implementasi Badan Layanan Umum. Berikut adalah kerangka
pemecahan masalah dalam penélitian ini:

Pengumpulan Data
|
l A 4

KinerjaRSUD Dr. KinerjaRSUD Dir.
Haryoto Lumajang Haryoto Lumajang
Sebelum BLU Sesudah BLU
| |
A 4
[ Selesai ]

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah
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BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum RSUD Dr. Haryoto Lumajang
4.1.1 Segarah dan Keadaan Umum RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumagang Daerah
Tingkat 11 Lumajang didirikan pada tahun 1948, semula masih menjadi satu
dengan Kantor Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tingkat 11 di jalan
Jenderal S. Parman Nomor 13 Lumajang. Pada tahun 1954 atas prakarsa Dr.
Haryoto selaku direktur rumah sakit yang pertama dengan dukungan Bupati
Lumagjang serta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
(DPRDS) Kabupaten Lumagjang, rumah sakit yang berada di jalan A. Yani
Nomor 281 Lumajang ini dibangun dan diresmikan operasionalnya pada
tanggal 10 November 1955 (saat ini menjadi jalan Basuki Rahmat Nomor 5
Lumgang). Pada tahun 1991 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
yang waktu itu dijabat oleh H. Samsi Ridwan, Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Lumajang diberi nama Nararyya Kirana yang diambil dari nama
adipati pertama Kabupaten Lumajang (Buku profil RS Dr. Haryoto Lumajang,
2014).

Atas dasar SKB tiga Menteri pada tanggal 15 September 1997, RSUD
Nararyya Kirana secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Lumajang (H. Tharmin
Hariadi) menjadi Rumah Sakit Unit Swadana Daerah. Adapun perjalanan
rumah sakit menjadi Swadana atas dasar-dasar sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1996 tentang penetapan RSUD

Nararyya Kirana menjadi Swadana.

b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Februari 1997

Nomor 445/412/PUOD tentang Unit Swadana.

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juli 1997 tentang

Pengesahan Perda Nomor 13 Tahun 1996.

d. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Uji Coba

Swadana

28
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Kemudian dengan adanya masukan dan usulan dari berbaga pihak, sgak 11
April 2001 dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 nama RSUD
Nararyya Kirana berubah menjadi Rumah Sakit Dr. Haryoto (Buku profil RS
Dr. Haryoto Lumgjang, 2014).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1301/Menkes/SK/1X/2005 tanggal 30 September 2005 Rumah Sakit
Dr. Haryoto mengalami peningkatan kelas C menjadi kelas B Non Pendidikan.
Penetapan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
03 Tahun 2006 maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Dr.
Haryoto dan nama rumah sakit berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haryoto (Buku profil RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014).

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu kepada masyarakat,
maka di tahun 2010 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto mulai
menerapkan pengelolaan yang lebih profesiona dan ala bisnis (business like)
sebagal suatu Badan Layanan Umum yang diharapkan dapat menjadi |ebih
responsif dan agresif dalam menghadapi tuntutan masyarakat dengan
memberikan pelayanan prima yang efektif dan efisen namun tidak
meninggalkan fungsi sosialnya. Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto sebagai Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Lumagjang Nomor 188.45/308/427.12/2009 tentang Penetapan Status
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang (Buku profil
RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014).

4.1.2 Kedudukan Rumah Sakit
Kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto adalah sebagal
berikut (Buku profil RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014):
1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto adalah unit pelaksana teknis
Dinas Kesehatan Daerah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

30

2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto dipimpin oleh seorang kepala
dengan sebutan Direktur dan secara teknis fungsional bertanggung
jawab kepada bupati sebagal Kepala Daerah.

4.1.3 TugasPokok Rumah Sakit

Rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara
berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan
dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya
peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan (Buku profil
RS Dr. Haryoto Lumgjang, 2014).

4.1.4 Fungs Rumah Sakit
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, RSUD Dr. Haryoto
mempunyai peranan (Buku profil RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014):
a. Pelayanan penyelenggaraan medis.
Pelayanan penyel enggaraan penunjang medis dan non medis.
Pelayanan penyel enggaraan dan asuhan keperawatan.
Pelayanan penyel enggaraan rujukan.

Pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

-~ 0o o 0 T

Pelayanan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pelayanan penyelenggaraan administrasi dan keuangan.

@

415 Falsafah, Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit
4.1.5.1 Falsafah RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang

Fasafah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang yaitu
“Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, sehingga
semua hak dan kebutuhan pasien dapat terpenuhi dan terlindungi” (Buku profil
RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014).
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4.1.5.2 Vis RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang

Vis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto mengandung makna
cita-cita yang diinginkan seluruh jgaran direksi dan karyawan serta
masyarakat, gambaran tersebut terungkap dalam pernyataan viss Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagjang yaitu “Menjadi Rumah Sakit Pilihan
Utama Masyarakat Lumajang dan sekitarnya” (Buku profil RS Dr. Haryoto
Lumajang, 2014).

4.1.5.3 Misi RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang
Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang merupakan
penjabaran dari vist Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. Misi
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang adalah sebagai berikut
(Buku profil RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014):
1. Meningkatkan komitmen dan profesionalisme staf medis dan non
medis untuk mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan.
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan komprehensif
dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi.
3. Meningkatkan sistem mangemen serta mencukupi kebutuhan sarana

dan prasarana sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit.

4.1.5.4 Motto RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang
Motto Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumgang adalah
“Pelayanan Prima adalah tujuan kami” (Buku profil RS Dr. Haryoto

Lumajang, 2014).

416 Tujuan
4.1.6.1 Tujuan Umum

Meningkatkan dergat kesehatan khususnya bagi seluruh lapisan
masyarakat kabupaten Lumgang dan sekitarnya, dengan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan
kesehatan, pencegahan dan peningkatan kesehatan serta menjadi pusat rujukan
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di wilayah Lumagjang dan sekitarnya serta menjadi tempat pendidikan atau
latihan bagi sekolah keguruan kesehatan (Buku profil RS Dr. Haryoto

Lumajang, 2014).

4.1.6.2 Tujuan Khusus

Menurut profil Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang

(2014), tujuan khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
adalah sebagai berikut:

a

4.1.7

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit secara
profesional.

Menjadi Rumah Sakit sebagai pusat rujukan di wilayah kabupaten
Lumajang dan sekitarnya.

Meningkatkan  kemampuan, ketrampilan dan  pengembangan
profesionalisme petugas melalui pendidikan dan pelatihan.
Meningkatkan peran dan fungsi Tim Penyuluhan Kesehatan Rumah
Sakit (PKRS) dalam upaya Sosial Marketing Rumah Sakit.
Terlayaninya penderita Gakin yang diruyjuk ke Rumah Sakit Dr.
Haryoto.

Pengor ganisasian

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang dalam

mengorganisasi dirinya berpedoman pada (Buku profil RS Dr. Haryoto

Lumajang, 2014):

1
2.
3.

Pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
Pemenuhan kepuasan sel uruh tenaga pel aksanaan.
Adanya kesesuaian antara struktur, tugas dan karakteristik pelaksana

organisasi.

4. Adanyajenjang dalam fungsi managjerial.

5. Kurun waktu penyelesaian tugas.
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Organisasi Non Struktural, terdiri dari (Buku profil RS Dr. Haryoto

Lumajang, 2014):

© 0o N o 0 bk~ W DN PP

e S S
w N B O

Instalasi rawat inap.
Instalasi rawat jalan.
Instalasi gawat darurat.
Instalasi perawatan intensif.
Instalasi kamar bedah.
Instalasi radiologi.

Instalasi farmasi.

Instalasi gizi.

Instalasi patologi klinik.

. Instalasi pemeliharaan sarana.
. Instalasi penyehatan lingkungan.
. Instalasi rehabilitasi medis.

. Instalasi pemul asaraan jenazah.

Organisasi Fungsional, terdiri dari (Buku profil RS Dr. Haryoto

Lumajang, 2014):

a ~ w DN PP

Komite medis.
Staf medisfungsional.
Satuan pengawas intern.

Komite penerapan asuhan keperawatan.

Panitia-panitia antaralain:

a. Panitia pengendalian infeksi nosokomial.

. Panitiafarmasi dan terapi.

Panitia pengendalian mutu terpadu.

b
c
d. Etikarumah sakit.
e

Panitia pemeliharaan dan pengadaan barang, dlil.
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4.1.8 Saranadan Prasarana
4.1.8.1 Sarana Perkantoran

Sarana perkantoran meliputi ruang perkantoran secara keseluruhan,
ruang pertemuan, pelayanan umum, pelayanan ASKES, sampa gudang

inventaris (Buku profil RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014).

4.1.8.2 Instalas Rawat Jalan
Pelayanan di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Haryoto Lumajang terdiri dari beberapa poli yaitu (Buku profil RS Dr.
Haryoto Lumgjang, 2014):

1. Poliklinik penyakit dalam.
Poliklinik kesehatan anak.
Poliklinik bedah.
Poliklinik bedah ortopedi.
Poliklinik kandungan dan kebidanan.
Poliklinik syaraf.
Poliklinik THT.
Poliklinik mata.

© 0o N o g b~ W DN

Poliklinik gigi dan mulut.

=Y
o

. Poliklinik fisioterapi.

[ —
[ —

. Poliklinik konsultasi gizi.

=
N

. Poliklinik paru.
. Poliklinik kulit dan kelamin.

=Y
w

4.1.8.3 Instalas Gawat Darurat (1GD)

Instalasi gawat darurat adalah salah satu bagian dari rumah sakit yang
menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera,
yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Di instalas gawat darurat
dapat ditemukan dokter dari berbagai spesiaisasi bersama sgjumlah perawat
dan juga asisten dokter (Buku profil RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014).
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4.1.8.4 Instalas Rawat I nap
Menurut profil Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang

(2014), instalas rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang meliputi:

1. Ruang VIP-A.
Ruang VIP-B.
Kelasl.
Kelasll.
Kelaslll.

o W DN

4.1.8.5 Fasilitas Penunjang M edis
Fasilitas penunjang medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang terdiri dari (Buku profil RS Dr. Haryoto Lumajang, 2014):
1. Instalas farmasi.
Instalasi pathologi klinik (1ab).
Instalasi radiologi.
Instalasi gizi.
Instalasi pemeliharaan sarana (1PS).
Instalasi penyehatan lingkungan (IPL).
Instalasi pemulasaraan jenazah.
Ruang pencucian linen.
Genset 500-550 Kva
10. Water treatment.

© © N o gk~ WD

4.2 Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang mendapatkan

status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tahun 2009

berdasarkan Keputusan Bupati Lumgang Nomor 188.45/308/427.12/2009

namun penerapan keputusan tersebut dilaksanakan tahun 2010 untuk

meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Adanya status
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Badan Layanan Umum memerlukan pelaksanaan tata kelola yang baik yang
menuntut adanya transparansi, yaitu kewajiban adanya keterbukaan informasi
yang tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan mengenai keadaan
keuangan serta kinerja operasional Badan Layanan Umum. Laporan yang
harus dibuat olen Badan Layanan Umum dalam rangka akuntabilitas antara
lain adalah laporan keuangan yang setidaktidaknya meliputi Laporan Realisasi
Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan, disertai Laporan Kinerja yang harus disampaikan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan paling lambat satu bulan
setelah periode pelaporan berakhir.

Pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumagang dalam penelitian ini dilakukan dengan
menganalisis laporan tahunan dan laporan keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumgang sebelum status Badan Layanan Umum tahun
2008-2009 sebagai perbandingan laporan tahunan sesudah Badan Layanan
Umum tahun 2010-2013. Laporan tahunan ini merupakan laporan yang
digunakan sebagal syarat pelaporan dan pertanggungjawaban kepada
Departemen Kesehatan.

Analisis laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumagjang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum dimulai dengan
andisis tren. Andasis tren dilakukan dengan membandingkan Kkinerja
keuangan perusahaan sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum. Pada
tahap ini, analisis tren dilakukan untuk menguji peningkatan atau penurunan
aset, piutang, hutang, ekuitas, pendapatan, biaya dan laba. Secararingkas hasi
andisis tren dari data keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumgang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum dapat dinyatakan
sebagal berikut:
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Gambar 4.1 Grafik Perkembangan AktivaRSUD Dr. Haryoto Lumajang

Sumber: Laporan Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Berdasarkan grafik seperti yang terlihat pada gambar 4.1 dapat
dinyatakan bahwa aktiva Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
baik sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum cenderung mengalami
peningkatan yaitu dari Rp. 41.570.000.000,00 menjadi Rp. 73.460.000.000,00
untuk periode sebelum Badan Layanan Umum, sedangkan pada periode
sesudah Badan Layanan Umum dari Rp. 82.449.000.000,00 menjadi Rp.
145.332.000.000,00. Adanya peningkatan pada aktiva ini mengindikasikan
adanya peningkatan aktivalancar dan aktivatetap perusahaan.
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Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Piutang RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Sumber: Laporan Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Berdasarkan grafik seperti yang terlihat pada gambar 4.2 dapat
dinyatakan bahwa piutang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
baik sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum cenderung mengalami
peningkatan yaitu dari Rp. 71.000.000,00 menjadi Rp. 414.000.000,00 untuk
periode sebelum Badan Layanan Umum, sedangkan pada periode sesudah
Badan Layanan Umum dari Rp. 4.926.000.000,00 menjadi Rp.
9.946.000.000,00. Adanya peningkatan pada piutang ini lebih disebabkan
adanya peningkatan piutang akibat pelayanan jaminan kesehatan masyarakat
khususnya pada periode sesudah Badan Layanan Umum yang terus

meningkat.
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Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Hutang RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Sumber: Laporan Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Berdasarkan

grafik seperti yang terlihat pada gambar 4.3 dapat

dinyatakan bahwa hutang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang

baik sebelum dan
peningkatan, khusu

sesudah Badan Layanan Umum cenderung mengalami

snya pada periode sesudah Badan Layanan Umum dari

tanpa hutang menjadi Rp. 2.952.000.000,00. Adanya peningkatan pada hutang
ini lebih disebabkan adanya peningkatan hutang pada pihak ketiga.
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Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Ekuitas RSUD Dr. Haryoto Lumajang
Sumber: Laporan Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang
Berdasarkan grafik seperti yang terlihat pada gambar 4.4 dapat
dinyatakan bahwa ekuitassrmodal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang baik sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum cenderung
mengalami  peningkatan yaitu dari Rp. 40.847.000.000,00 menjadi Rp.
73.460.000.000,00 untuk periode sebelum Badan Layanan Umum, sedangkan
pada periode sesudah Badan Layanan Umum dari Rp. 82.499.000.000,00
menjadi Rp. 142.379.000.000,00. Adanya peningkatan pada ekuitas/modal ini
lebih disebabkan adanya tambahan dari APBD dan hutang dari pihak ketiga.
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Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Pendapatan RSUD Dr. Haryoto Lumajang
Sumber: Laporan Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Berdasarkan grafik seperti yang terlihat pada gambar 4.5 dapat
dinyatakan bahwa pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang baik sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum cenderung
mengalami  peningkatan yaitu dari Rp. 19.288.000.000,00 menjadi Rp.
27.071.000.000,00 untuk periode sebelum Badan Layanan Umum, sedangkan
pada periode sesudah Badan Layanan Umum dari Rp. 31.450.000.000,00
menjadi Rp. 50.123.000.000,00. Adanya peningkatan pada pendapatan ini
lebih disebabkan adanya peningkatan jumlah pasien yang dilayanani terutama
pasien jaminan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada
peningkatan pendapatan rumah sakit.
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Gambar 4.6 Grafik Perkembangan Biaya RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Sumber: Laporan Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Berdasarkan grafik seperti yang terlihat pada gambar 4.6 dapat
dinyatakan bahwa biaya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
baik sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum cenderung mengalami
peningkatan yaitu dari Rp. 33.283.000.000,00 menjadi Rp. 49.860.000.000,00
untuk periode sebelum Badan Layanan Umum, sedangkan pada periode
sesudah Badan Layanan Umum dari Rp. 44.992.000.000,00 menjadi Rp.
75.078.000.000,00. Adanya peningkatan pada biaya ini lebih disebabkan
adanya peningkatan belanja langsung yang sebagian besar diperuntukkan bagi
belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.
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Gambar 4.7 Grafik Perkembangan Laba RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Sumber: Laporan Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Berdasarkan grafik seperti yang terlihat pada gambar 4.7 dapat
dinyatakan bahwa laba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
baik sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum cenderung mengalami
peningkatan yaitu dari Rp. 2.345.000.000,00 menjadi Rp. 5.310.000.000,00
untuk periode sebelum Badan Layanan Umum, sedangkan pada periode
sesudah Badan Layanan Umum dari Rp 2.955.000.000,00 menjadi Rp.
17.062.000.000,00. Adanya peningkatan pada laba ini menunjukkan bahwa
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumaang memperoleh pendapatan
yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.
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Indikator kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto

Lumajang dipaparkan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Perbandingan Kinerja Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Sebelum dan Sesudah Implementasi Badan Layanan Umum

Sebelugy Sesudah BLU (%) Rerata | Rerata | o - ik
No Indikator BLUIFC) SBtl)_IrS :idS atau
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 %) %) (Turun)
1. | Rasio Likuiditas
a. Current Ratio 0 0 0 0 |2161,63|1114,63| 0,00 | 819,07 | 819,07
b. Quick Ratio 0 0 0 0 | 177814 | 944,07 | 0,00 | 680,55 | 680,55
c. Cash Ratio 0 0 0 0 |1009,11| 301,76 | 0,00 | 327,72 | 327,72
2. | Rasio Solvahilitas
a. Total Debt to Total 0 0 0 0 0,8 203 | 000 | 071 0,71
Asset Ratio
b. Total Debt to 0 0 0 0 0,8 207 | 000 | 072 0,72
Equity Ratio
3. | RasioRentabilitas 12,78 | 2445|1618 | 51 | 2929 | 17,28 | 1862 | 16,96 | (1,66)
4. | Cost RecoveryRate | 117,84 | 77,56 | 99,86 | 75,81 | 105,07 | 9537 | 97,70 | 94,03 | (3,67)
5. | Tingkat Kemandirian | 82,49 | 54,29 | 69,9 | 5307 | 74,18 | 66,76 | 6839 | 6598 | (241)

Sumber: Laporan Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang, 2008-2013

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui gambaran mengenai kinerja
keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumgjang untuk periode
baik sebelum maupun sesudah implementasi Badan Layanan Umum. Pertama,
berkaitan dengan rasio likuiditas dimana rasio ini menunjukkan kemampuan
suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus
dipenuhi. Suatu perusahaan yang mempunya aat-alat likuid sedemikian
besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewgjiban finansialnya yang
segera harus terpenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut likuid dan
sebaliknya apabila suatu perusahaan tidak mempunyai alat-alat likuid yang
cukup untuk memenuhi segala kewgjiban finansidnya yang segera harus
terpenuhi dikatakan perusahaan tersebut insolvable.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode sebelum Badan
Layanan Umum nilai rasio likuiditas yang diukur dengan indikator Current
Ratio, Quick Ratiodan Cash Ratio diperoleh nila rata-rata 0% untuk masing-
masing rasio tersebut, sedangkan pada periode sesudah Badan Layanan Umum
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diperoleh nilai rata-rata Current Ratio sebesar 819,07%, Quick Ratio sebesar
680,55% dan Cash Ratio sebesar 327,72%. Pada periode sebelum Badan
Layanan Umum (2008 dan 2009) serta periode sesudah Badan Layanan
Umum (2010 dan 2011) nilai rasio likuiditas bernilai 0%, hal ini disebabkan
tidak adanya unsur hutang lancar dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto Lumaang kepada pihak lain. Tidak adanya hutang disebabkan adanya
peraturan yang menyatakan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan untuk
meminjam uang dari pihak lain, serta pada periode tersebut Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang mempunyai kemampuan finansial yang
bagus sehingga tidak perlu meminjam uang kepada pihak lain. Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang sanggup menyiapkan (menyetok uang)
atau masih mempunyal cadangan keuangan selama 3 sampai 5 bulan ke depan
untuk memenuhi biaya operasional rumah sakit. Baru pada periode sesudah
Badan Layanan Umum (2012 dan 2013) perusahaan mencatatkan hutang
lancar sebesar Rp. 933.000.000,00 dan Rp. 2.952.000.000,00. Adanya unsur
hutang pada periode tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan rasio
likuiditas. Dalam hal ini, meskipun Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumgjang menambah jumlah hutang lancarnya, namun kemampuan aset yang
dimiliki rumah sakit dalam menutup hutang lancar tersebut dinilai masih baik.
Aset lancar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang adalah sebesar
Rp. 20.168.000.000,00 (tahun 2012) dan Rp. 32.094.000.000,00 (tahun 2013).
Sehingga, dapat dinyatakan bahwa sesudah status Badan Layanan Umum,
kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang yang
dinilai dari rasio likuiditas mengalami peningkatan.

Kedua, berkaitan dengan rasio solvabilitas dimana rasio ini
menunjukkan  kemampuan perusahaan untuk memenuhi  kewagjiban
finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya
perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan yang solvable berarti bahwa
perusshaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk
membayar semua hutang-hutangnya begitu pula sebaliknya perusahaan yang

tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya
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disebut perusahaan yang insolvable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pada periode sebelum Badan Layanan Umum nilai rasio solvabilitas yang
diukur dengan indikator Total Debt to Total Asset Ratio dan Total Debt to
Equity Ratio diperoleh nilai rata-rata 0% untuk masing-masing rasio tersebut,
sedangkan pada periode sesudah Badan Layanan Umum diperoleh nilai rata-
rata Total Debt to Total Asset Ratio sebesar 0,71% dan Total Debt to Equity
Ratio sebesar 0,72%. Pada periode sebelum Badan Layanan Umum (2008 dan
2009) serta periode sesudah Badan Layanan Umum (2010 dan 2011) nilai
rasio solvabilitas bernilai 0%, ha ini disebabkan tidak adanya unsur hutang
dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang kepada pihak
lain. Tidak adanya hutang disebabkan karena adanya peraturan yang melarang
rumah sakit meminjam uang dari pihak lain serta kemampuan rumah sakit
dalam menyediakan dana cadangan yang cukup. Baru pada periode sesudah
Badan Layanan Umum (2012 dan 2013) perusahaan mencatatkan hutang
sebesar Rp. 933.000.000,00 dan Rp. 2.952.000.000,00. Sehingga, pada periode
tersebut rasio solvabilitas mengalami peningkatan, yang berarti Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang mempunyai aktiva atau kekayaan yang
cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Berdasarkan hasil penelitian
dapat diketahui bahwa sesudah status Badan Layanan Umum, Kkinerja
keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang yang dinilai dari
rasio solvabilitas mengalami peningkatan.

Ketiga, berkaitan dengan rasio rentabilitas dimana rasio ini
menunjukkan kemampuan rumah sakit untuk memperoleh hasil usaha atau
hasil kerja (pendapatan) dari layanan yang diberikan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rasio rentabilitas yang diukur dengan indikator Sales
Growth Rate pada periode sebelum Badan Layanan Umum diperoleh nilai
rata-rata sebesar 18,62%, sedangkan sesudah Badan Layanan Umum nilai rata-
ratanya sebesar 16,96% sehingga terjadi penurunan sebesar 1,66%. Besar
kecilnya nilai rasio Sales Growth Rate mencerminkan nilai pendapatan yang
diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumgang. Dalam hal ini,
meskipun nilai rasio Sales Growth Rate pada periode sesudah Badan Layanan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

47

Umum mengalami penurunan, namun apabila diamati nilai pendapatan Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang terus mengalami peningkatan
yaitu dari Rp. 21.753.000.000,00 pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.
50.123.000.000,00 pada tahun 2013.

Keempat, berkaitan dengan Cost Recovery Rate dimana rasio ini
menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam memenuhi seluruh belanja
fungsional dari pendapatan operasional. Pendapatan fungsional adalah
pendapatan yang berasal dari pelayanan jasa yang diberikan oleh rumah sakit.
Sedangkan yang dimaksud belanja fungsional disini adalah belanja yang
digunakan untuk memenuhi kegiatan pelayanan jasa rumah sakit. Hasll
penelitian menunjukkan bahwa rasio Cost Recovery Rate pada periode
sebelum Badan Layanan Umum diperoleh nila rata-rata sebesar 97,70%,
sedangkan sesudah Badan Layanan Umum nilal rata-ratanya sebesar 94,03%
sehingga terjadi penurunan sebesar 3,67%. Nilai Cost Recovery Rate yang
baik adalah diatas 100% yang memberi makna bahwa pendapatan yang
diperoleh sudah dapat menutupi semua biaya pengeluaran dan sudah
memperoleh keuntungan. Besar kecilnya nilai rasio Cost Recovery Rate
mencerminkan nilai pendapatan yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haryoto Lumajang serta belanja fungsional yang dikeluarkan Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. Nilai pendapatan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumaang terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp.
21.753.000.000,00 pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.
50.123.000.000,00 pada tahun 2013, namun jumlah belanja fungsional Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang juga terus mengalami peningkatan
yaitu dari Rp. 18.459.000.000,00 pada tahun 2008 menjadi Rp.
52.554.600.000,00 pada tahun 2013. Peningkatan belanja fungsional yang
besar inilah yang menjadi penyebab turunnya Cost Recovery Rate. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Cost Recovery Ratemasih berada
dibawah 100% yang berarti bahwa tingkat pemulihan biaya terhadap
pelayanan di rumah sakit masih belum tercapai, dalam hal ini pendapatan yang

diperoleh belum mampu menutup biaya pelayanan.
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Kelima, berkaitan dengan Tingkat Kemandirian yang menunjukkan
kemampuan rumah sakit dalam memenuhi seluruh belanja operasional dari
pendapatan operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio Tingkat
Kemandirian pada periode sebelum Badan Layanan Umum diperoleh nilai
rata-rata sebesar 68,39%, sedangkan sesudah Badan Layanan Umum nilai rata-
ratanya sebesar 65,98% sehingga terjadi penurunan sebesar 2,41%. Besar
kecilnya nilai rasio Tingkat Kemandirian mencerminkan nilai pendapatan
yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang serta
belanja operasional yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang. Nilai pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 21.753.000.000,00
pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 50.123.000.000,00 pada tahun 2013,
namun jumlah belanja operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang juga terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 26.370.000.000,00
pada tahun 2008 menjadi Rp. 75.078.000.000,00 pada tahun 2013.
Peningkatan belanja operasional yang besar tidak diikuti dengan peningkatan
pendapatan operasional yang signifikan inilah yang menjadi penyebab
turunnyatingkat kemandirian rumah sakit.

4.3 Analisis Kinerja Non Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto L umajang Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum

Penilaian kinerja rumah sakit pada tahap ini adalah penilaian pada
aspek non keuangan.Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 penilaian kinerja dari aspek nonkeuangan dapat diukur melalui
proses internal pelayanan. Menurut (Departemen Kesehatan RI, 2005 dalam
Nofitasari, 2013) baik/buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
rumah sakit dapat diketahui dari beberapa indikator diantaranya BOR (Bed
Occupancy Rate), TOI (Turn Over Interval), BTO (Bed Turn Over), ALOS
(Average Length of Say), GDR (Gross Death Rate) dan NDR (Net Death
Rate).
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Adapun kriteriag/standar pengukuruan kinerja pelayanan sebuah rumah

sakit sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2005, dapat dilihat pada
tabel 4.2.
Tabel 4.2 Kriteria/Standar Pengukuran Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

No I ndikateg Standar DepkesRI Tahun 2005 Kriteria
Pelayanan

1. | BOR 60 - 85% Baik

2. | TOI 1 -3 hari Baik

3. |BTO 40 - 50 kali Baik

4. | ALOS 6 — 9 hari Baik
Tidak lebih dari 45/1000 penderita keluar .

: DR . Baik
> G (4,5/100 penderita kel uar) a
Kurang dari 25/1000 penderita keluar !

2. _DR (2,5/100 penderita kel uar) B

Sumber: Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
Republik Indonesia, 2005

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan indikator non keuangan

pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang pada periode
sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum dapat dilihat padatabel 4.3.
Tabel 4.3 Perbandingan Kinerja Non Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Sebelum dan Sesudah Implementasi Badan Layanan Umum

Sebelum . Rerata | Rerata | Kriteria | Kriteria
No | Indikator | BLU (%) S Q) Soim | Sdh | Solm | Ssdh
BLU | BLU | BLU | BLU

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. |BOR(%) | 80,60 | 8111 | 8504 66,20 | 68,34 | 80,20 | 80,86 | 74,95 | Bak | Bak
2. | TOI (hari) | 0,40 | 1,45 | 145 | 1,50 | 1,35 | 0,78 | 092 | 1,27 BBe'a‘iJii“ Baik
3. | BTO (kali) | 50,20 | 50,20 | 92,99 | 80,15 | 84,94 | 92,51 | 50,20 | 87,65 BBe'a‘ijli" B;'a‘ijli"
4. | ALOS (hari) 284 | 284 | 417 | 304 | 265 | 292 | 284 | 320 | boum | Belum
Bak Bak
5 | GDR(%) | 4,43 | 364 | 506 | 496 | 547 | 494 | 404 | 511 | Bak B;'a‘ijii“
6. INDR(%) | 145 | 082 | 210 | 145 | 158 | 149 | 1,14 | 166 | Bak | Bak

Sumber: Data Sekunder, diolah 2015
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Dari data diatas, dapat dinyatakan bahwa kinerja non keuangan Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang dinilai baik untuk indikator BOR
ini bailk pada periode sebelum Badan Layanan Umum maupun periode
sesudah Badan Layanan Umum. Nilai BOR periode sebelum Badan Layanan
Umum sebesar 80,86% dan periode sesudah Badan Layanan Umum sebesar
74,95%. Meskipun terjadi penurunan sesudah Badan Layanan Umum, nilai
BOR terbukti tetap sesuai dengan kriteria/standar yang telah ditetapkan oleh
Departemen Kesehatan Republik Indonesia yakni antara 60 — 85%. Nilai BOR
yang bak tersebut juga mengindikasikan bahwa jumlah pasien yang dirawat
tidak melebihi kapasitas tempat tidur yang tersedia pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang.

Indikator TOI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumaang
pada periode sebelum Badan Layanan Umum mash belum dapat
dikategorikan baik karena belum memenuhi kriteria/standar yang ditetapkan
untuk TOI sedangkan sesudah Badan Layanan Umum dapat dikategorikan
baik. Nilai TOI periode sebelum Badan Layanan Umum sebesar 0,92 hari dan
periode sesudah Badan Layanan Umum sebesar 1,27 hari. Kriteria/standar
untuk TOI adalah 1-3 hari dan dengan adanya Badan Layanan Umum Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagjang mampu mencapainya. Hal ini
menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit Umum Dagerah
Dr. Haryoto Lumajang sudah efisien. Terbukti periode sesudah Badan
Layanan Umum rata-rata hari dimana tempat tidur tidak digunakan adalah 1
hari, meskipun pada periode sebelum Badan Layanan Umum rata-rata hari
tidak digunakannyatempat tidur adalah kurang dari 1 hari.

Berdasarkan tabel diatas, nilai BTO Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto Lumgang pada periode sebelum Badan Layanan Umum maupun
periode sesudah Badan Layanan Umum belum dapat dikatakan baik karena
tidak memenuhi kriteria/standar yang telah ditetapkan untuk BTO. Menurut
Departemen Kesehatan Republik Indonesia krteria/standar yang baik untuk
BTO ini adalah antara 40 sampal 50 kali. Apabila dilihat dari tahun ke tahun
indikator BTO ini cenderung meningkat, pada tahun 2008 dan 2009 BTO
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Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumaang adalah 50 kali, 93 kali
ditahun 2010, 80 kali ditahun 2011, 85 kali ditahun 2012, dan 93 kali ditahun
2013. Pada periode sesudah Badan Layanan Umum terjadi peningkatan BTO.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi rata-rata pemakaian tempat tidur
dalam setahun masih belum baik. Secara tidak langsung tingginya nilai BTO
ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya jumlah pasien rawat ingp Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang, sebab rasio ini membandingkan
antara jumlah pasien keluar (hidup dan mati) dibandingkan dengan jumlah
tempat tidur, karena semakin banyaknya jumlah pasien maka semakin banyak
juga jumlah pasien yang keluar. Selain itu, tidak baiknya indikator ini juga
disebabkan karena jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto Lumajang tidak mengalami penambahan yang signifikan dari periode
sebelum Badan Layanan Umum dengan periode sesudah Badan Layanan
Umum. Meskipun demikian, untuk saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto Lumaang telah mengupayakan perbaikan dengan melakukan
penambahan jumlah tempat tidur.

ALOS dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang berada
pada kriteria/standar yang belum baik. ALOS dapat dikategorikan belum baik
pada periode sebelum Badan Layanan Umum maupun pada periode sesudah
Badan Layanan Umum vyaitu berkisar 3 hari. Kriteria/standar pegukuran
kinerja pelayanan rumah sakit untuk ALOS adalah 6 — 9 hari. Karena ALOS
ini menunjukkan berada pada kriteria/standar yang dapat dikatakan belum
baik, hal ini berarti Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang dinilai
belum memiliki efisiens yang baik dan tidak dapat menggambarkan mutu
pelayanan yang baik pula.

Menurut hasil wawancara kepada Bidang Medis (Drg. Saptadewi
Erfi Herwati), Sub Bidang Pelayanan Keperawatan (Ns. Bambang Heri
Kartono), Bagian Umum (Drg. Kus Harianto) dan Bagian Keuangan (Dra.
Feby Udiana) menyatakan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana yang
ada menyebabkan tingkat efisiensi pelayanan rumah sakit menjadi berkurang.
Kenaikan tarif rumah sakit ditahun 2010 juga menyebabkan penurunan jumlah
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kunjungan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang, hal ini
juga menyebabkan naik turunnya nilai BOR, TOI dan BTO rumah sakit.
Naiknya nila BOR, TOI, BTO dan ALOS tahun 2010-2011 dapat juga
disebabkan adanya pengurangan jumlah tempat tidur pasien ditahun 2010-
2011. Namun tingginya nilai GDR dan NDR tahun 2010-2011 menunjukkan
bahwa mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
belum dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan banyaknya kunjungan pasien,
namun jumlah tempat tidur pasien terbatas, prosedur/alur pelayanan rumah
sakit yang tidak berubah dari tahun 2008-2013, serta keterbatasan tenaga,
sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang.

GDR Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto L umajang secara umum
sudah bagus karena jumlah tersebut masih berada di dalam kriteria/standar
untuk GDR, meskipun pada periode sesudah Badan Layanan Umum nilai
GDR semakin besar. Berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia
dimana angka GDR Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang pada
periode sebelum Badan Layanan Umum berada pada angka kurang dari
4,04%, sedangkan pada periode sesudah Badan Layanan Umum menjadi
5,11%. Apabila melihat lebih lanjut pada tabel 4.3, angka GDR pada Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang masih berada pada kriteria/standar
pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit.

Apabila melihat pada kriteria/standar yang telah ditetapkan
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, nila NDR pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang sudah memenuhi Kriteria/standar
tersebut. Karena kriteria/standar pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit
untuk NDR adalah tidak lebih dari 25 penderita untuk setigp 1000 penderita.
Tetapi, apabila dilihat 1ebih lanjut, NDR di Rumah Sakit Umum Dagerah Dr.
Haryoto Lumajang ini pada periode sebelum Badan Layanan Umum sebesar
1,14% dan periode sesudah Badan Layanan Umum meningkat menjadi sebesar
1,66%. Secara umum, penyebab utamatingginya NDR ini hampir sama seperti

kasus untuk GDR vyaitu pelayanan perawatan yang dinilai telah memenuhi
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standar sehingga angka kematian menjadi rendah. Angka NDR ini lebih dapat
mencerminkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang, sebab angka NDR ini didasarkan atas jumlah kematian diatas 48
jam, tidak seperti GDR yang mendasarkan jumlah kematian keseluruhan yang
seringkali menimbulkan bias, sebab banyak diantaranya sebelum pelayanan
maksimal diberikan bagi pasien dengan sakit keras yang baru dilarikan ke
rumah sakit tetapi sebelum 48 jam pasien telah meninggal.

Menurut hasil wawancara kepada Bidang Medis (Drg. Septadewi Erfi
Herwati), Sub Bidang Pelayanan Keperawatan (Ns. Bambang Heri Kartono),
Bagian Umum (Drg. Kus Harianto) dan Bagian Keuangan (Dra. Feby Udiana)
menyatakan bahwa kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto Lumajang tahun 2009 belum dapat dikatakan baik, dapat disebabkan
karena banyaknya pasien masuk, namun ketersediaan tempat tidur pasien
terbatas, penyebab lain juga dapat dikarenakan prosedur pelayanan/aur
pelayanan rumah sakit yang berbelit, serta keterbatasan tenaga, sarana dan
prasarana yang dimiliki olen rumah sakit. Faktor eksternal juga dapat
menyebabkan tingginya nilai GDR dan NDR, misalnya terlambatnya waktu
berobat pasien ke rumah sakit sehingga saat datang di rumah sakit kondisi
penyakitnya sudah kronis, maka meskipun dengan perawatan yang baik serta
sarana dan prasarana yang memadai belum tentu bisa menyembuhkan penyakit
pasien karena kondisi pasien yang parah, terkadang sulit untuk disembuhkan.
Suatu penyakit yang sudah kronis penyembuhannya bertahap dan terkadang

memiliki tingkat resiko kematian yang tinggi.

4.4 Pembahasan

Tujuan penelitian ini adaah untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan kinerja keuangan dan non keuangan pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang sebelum dan sesudah implementasi Badan
Layanan Umum. Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan
rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, cost recovery rate dan tingkat

kemandirian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai
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kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang baik
sebelum maupun sesudah Badan Layanan Umum.Sesudah status Badan
Layanan Umum, kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang yang dinilai dari rasio likuiditas mengalami peningkatan sesudah
status Badan Layanan Umum. Kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haryoto Lumagang yang dinila dari rasio solvabilitas mengalami
peningkatan. Sales Growth Rate mencerminkan nila pendapatan yang
diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. Dalam hal ini,
meskipun nilai rasio Sales Growth Rate pada periode sesudah Badan Layanan
Umum mengalami penurunan, namun apabila diamati nilai pendapatan Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang terus mengalami peningkatan.
Nilai Cost Recovery Rate masih berada dibawah 100% yang berarti bahwa
tingkat pemulihan biaya terhadap pelayanan di rumah sakit masih belum
tercapai, dalam hal ini pendapatan yang diperoleh belum mampu menutup
biaya pelayanan. Dan, tingkat kemandirian mencerminkan nilai pendapatan
yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumgang serta
belanja operasional yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang. Nilai pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang terus mengalami peningkatan, namun jumlah belanja operasional
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang juga terus mengalami
peningkatan. Peningkatan belanja operasional yang besar tidak diikuti dengan
peningkatan pendapatan operasional yang signifikan inilah yang menjadi
penyebab turunnya tingkat kemandirian rumah sakit.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), fleksihilitas yang diberikan tersebut dapat dievaluasi dan dilakukan
penilaian kinerja. Adanya kenaikan pada rasio-rasio/indikator kinerja
keuangan menunjukkan tingkat efisienss mangemen Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumgang dalam menggunakan pendapatan untuk
belanja kegiatan pelayanan jasa (fungsional). Kinerja keuangan Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumgang sesudah Badan Layanan Umum
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terlihat meningkat terutama jika dilihat dari rasio-rasio/indikator kinerja
keuangan, ha ini menandakan bahwa tujuan PKK-BLU untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan produktivitas telah dilaksanakan oleh mangemen
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.

Menurut hasil wawancara kepada Bidang Medis (Drg. Saptadewi
Erfi Herwati), Sub Bidang Pelayanan Keperawatan (Ns. Bambang Heri
Kartono), Bagian Umum (Drg. Kus Harianto) dan Bagian Keuangan (Dra.
Feby Udiana) menyatakan bahwa terjadinya kenaikan rasio-rasio disebabkan
karena terjadinya kenaikan kunjungan pasien yang mampu meningkatkan
nilac BOR, TOI dan BTO, ha ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang meningkat, meningkatnya
kinerja pelayanan berdampak pada naiknya Pendapatan Asdli Daerah.
Pendapatan Asli Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
diperoleh dari aktivitas pelayanan jasa yang diberikan oleh rumah sakit.
Semakin tinggi nilai Pendapatan Adli Daerah menunjukkan semakin baik
kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.
Meningkatnya realisas pendapatan menunjukkan bahwa kinerja keuangan
meningkat. Hal ini berarti target pendapatan yang ditetapkan oleh rumah
sakit bisa terlampaui. Namun sgjak tahun 2008 Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haryoto Lumajang tidak memperoleh dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara. Sudah empat tahun Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haryoto Lumgang mengusulkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tetapi masih belum terealisasi.

Pendapatan rumah sakit Badan Layanan Umum yang dari tahun ke
tahun meningkat tidak menjadikan dana rumah sakit menjadi berlebih, tetapi
dana yang diberikan kepada rumah sakit belum mencukupi sampai saat
ini, sehingga pendapatan rumah sakit digunakan oleh rumah sakit untuk
memberikan pelayanan yang lebih maksimal, misalnya merenovasi gedung,
pembangunan ruang perawatan khusus intensif, penambahan-penambahan
instalasi baru dan pembelian obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien.
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Menurut hasil wawancara kepada Bidang Medis (Drg. Saptadewi
Erfi Herwati), Sub Bidang Pelayanan Keperawatan (Ns. Bambang Heri
Kartono), Bagian Umum (Drg. Kus Harianto) dan Bagian Keuangan (Dra.
Feby Udiana) menyatakan bahwa kenaikan dan perbedaan nilai rasio keuangan
sebelum Badan Layanan Umum dengan sesudah Badan Layanan Umum
disebabkan karena sebelum adanya Badan Layanan Umum yang mengatur
standar keuangan adalah pemerintah pusat. Sebelum ada Badan Layanan
Umum dana yang diterima berarti dana itu yang harus disetorkan, penetapan
standar tidak memandang target dan Pendapatan Adli Daerah yang disetor oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.

Pemerintah pusat tidak melihat hasil setoran Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumagang, melainkan tergantung pada plot yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan setelah adanya Badan Layanan
Umum, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang dapat menentukan
standar keuangannya sendiri. Adanya Badan Layanan Umum yang
memberikan fleksibilitas berupa penyediaan barang dan jasa tanpa prosedur
yang berbelit-belit dan Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dikelola
secara langsung. Sebelum adanya Badan Layanan Umum untuk membeli
obat sga harus terlebih dahulu melewati tender-tender dan itu
membutuhkan proses yang sangat lama. Namun dengan adanya Badan
Layanan Umum proses tersebut menjadi Iebih mudah.

Dengan adanya Badan Layanan Umum, Pendapatan Adi Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang dapat dikelola secara
langsung dan lebih fleksibel. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumgang memperoleh dana operasional yang berasal dari subsidi (dari
Pemerintah Proving) dan dana fungsional yang berasal dari Pendapatan Adli
Daerah yang harus dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dan
telah terencana. Kedua dana tersebut merupakan dana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Kalau sebelum Badan Layanan Umum jika Pendapatan Adli
Daerah tidak langsung digunakan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Haryoto Lumajang harus menunggu proses perubahan anggaran dan
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membutuhkan waktu yang lama, serta anggaran tersebut tidak dapat
digunakan pada saat yang darurat, misanya dibutuhkan segera obat-obatan
pasien yang darurat, rumah sakit tidak bisa membelikannya secara langsung.
Namun dengan adanya Badan Layanan Umum jika ada kebutuhan darurat,
rumah sakit bisa langsung menggunakan anggaran tersebut untuk terlebih
dahulu memenuhi kebutuhan darurat pasien, misalnya pembelian obat-obatan
pasien atau alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan pasien, akan tetapi
rumah sakit harus menuangkannya dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dan
mel aporkannya ke Pemerintah Proving.

Aspek kinerja non keuangan yang dinilai dengan indikator BOR (Bed
Occupancy Rate), TOI (Turn Over Interval), BTO (Bed Turn Over), ALOS
(Average Length of Say), GDR (Gross Death Rate) dan NDR (Net Death
Rate), diperoleh hasil bahwa secara umum kinerja non keuangan Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang sudah baik. Nilai BOR pada Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagjang, meskipun terjadi penurunan
sesudah Badan Layanan Umum namun tetap sesuai dengan kriteria/standar
yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yakni
antara 60 — 85%. Nilai BOR yang baik tersebut juga mengindikasikan bahwa
jumlah pasien yang dirawat tidak melebihi kapasitas tempat tidur yang tersedia
pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.

Indikator TOlI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
pada periode sebelum Badan Layanan Umum mash belum dapat
dikategorikan baik karena belum memenuhi kriteria/standar yang ditetapkan
untuk TOI sedangkan periode sesudah Badan Layanan Umum dapat
dikategorikan baik. Nilai TOI periode sesudah Badan Layanan Umum telah
memenuhi kriteriag/standar untuk TOI adalah 1 — 3 hari. Hal ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sudah efisien.

Nila BTO Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumgang pada
periode sebelum Badan Layanan Umum maupun periode sesudah Badan
Layanan Umum belum berada dalam kriteria/standar yang telah ditetapkan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

58

untuk BTO. Sesuai dengan standar Departemen K esehatan Republik Indonesia
kriteria/standar pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit untuk BTO adalah
antara 40 sampai 50 kali. Apabiladilihat dari tahun ke tahun indikator BTO ini
cenderung meningkat. Pada periode sesudah Badan Layanan Umum terjadi
peningkatan BTO. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiens rata-rata
pemakaian tempat tidur dalam setahun masih belum bak. Secara tidak
langsung tingginya nilai BTO ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya jumlah
pasien rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang, sebab
rasio ini membandingkan antara jumlah pasien keluar (hidup dan mati)
dibandingkan dengan jumlah tempat tidur, karena semakin banyaknya jumlah
pasien maka semakin banyak juga jumlah pasien yang keluar. Selain itu, tidak
baiknya indikator ini juga disebabkan karena jumlah tempat tidur di Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang tidak mengalami penambahan
yang signifikan dari periode sebelum Badan Layanan Umum dengan periode
sesudah Badan Layanan Umum. Meskipun demikian, untuk saat ini Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang telah mengupayakan perbaikan
dengan melakukan penambahan jumlah tempat tidur.

ALOS dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumgang belum
memenuhi Kkriteria/standar pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit. ALOS
belum dapat dikategorikan baik pada periode sebelum Badan Layanan Umum
maupun pada periode sesudah Badan Layanan Umum yaitu berkisar 3 hari.
Kriteria/lstandar ALOS adalah 6 — 9 hari. Karena ALOS ini tidak menunjukkan
berada pada kriteria/standar yang telah ditetapkan untuk ALOS, hal ini berarti
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang dinilai belum memiliki
efisiensl yang baik dan tidak dapat menggambarkan mutu pelayanan yang baik
pula

GDR Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto L umajang secara umum
sudah bagus, karena jumlah tersebut masih berada di dalam kriteria/standar
pelayanan minimal untuk GDR, meskipun pada periode sesudah Badan
Layanan Umum nilaa GDR semakin besar. Berdasarkan Departemen
Kesehatan Republik Indonesia angka GDR pada Rumah Sakit Umum Daerah
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Dr. Haryoto Lumagang masih berada pada kriteria/standar yang telah
ditetapkan untuk GDR.

Nilai NDR pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
sudah memenuhi kriteria/standar pelayanan minimal untuk NDR. Karena nilai
kriteria/standar untuk NDR adalah tidak lebih dari 25 penderita untuk setiap
1000 penderita. Secara umum, penyebab utama tingginya NDR ini hampir
sama seperti kasus untuk GDR yaitu pelayanan perawatan yang dinilai telah
memenuhi standar sehingga angka kematian menjadi rendah. Angka NDR ini
lebih dapat mencerminkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haryoto Lumajang, sebab angka NDR ini didasarkan atas jumlah kematian
diatas 48 jam, tidak seperti GDR yang mendasarkan jumlah kematian
keseluruhan yang seringkali menimbulkan bias, sebab banyak diantaranya
sebelum pelayanan maksimal diberikan bagi pasien dengan sakit keras yang
baru dilarikan ke rumah sakit tetapi sebelum 48 jam pasien telah meninggal.

Menurut Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumagjang dan menurut hasil wawancara kepada Bidang Medis (Drg.
Saptadewi Erfi Herwati), Sub Bidang Pelayanan Keperawatan (Ns.
Bambang Heri Kartono), Bagian Umum (Drg. Kus Harianto) dan Bagian
Keuangan (Dra. Feby Udiana) menyatakan bahwa kinerja non keuangan
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang sesudah Badan Layanan
Umum lebih baik dari sebelum Badan Layanan Umum disebabkan karena
adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum untuk rumah sakit
yang memiliki status Badan Layanan Umum diberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk mengelola keuangan rumah sakit berdasarkan prinsip
ekonomi dan produktifitas dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan
tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagjang pada sesudah
Badan Layanan Umum berusaha untuk meningkatkan pelayanannya kepada
masyarakat.
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Menurut hasil wawancara kepada Bidang Medis (Drg. Saptadewi
Erfi Herwati), Sub Bidang Pelayanan Keperawatan (Ns. Bambang Heri
Kartono), Bagian Umum (Redi Indra K.) dan Kepala Urusan Perencanaan
dan Pelaporan (Adi Sucipto) yang merujuk pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
diberikan fleksibilitas atau keleluasaan untuk mengelola keuangan/barang
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Fleksibilitas yang
diberikan Badan Layanan Umum dapat memberikan kemudahan pada rumah
sakit untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Misalnya
penyediaan obat-obat dan aat yang dibutuhkan untuk pasien yang kondisinya
darurat dapat dibeli langsung tanpa melalui proses yang panjang. Adanya
Badan Layanan Umum mempermudah proses penyediaan layanan jasa yang
dibutuhkan dalam kondisi yang darurat. Pada tahun 2010 Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang melakukan renovasi gedung dan membuka
instalasi-instalasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan
rumah sakit, misanya instalas terapi oksigen hiperbaric. Penambahan sarana
dan prasarana tersebut mengakibatkan jumlah kunjungan pasien sesudah Badan
Layanan Umum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan sebelum
Badan Layanan Umum, nilac BOR, TOI, BTO dan ALOS sesudah Badan
Layanan Umum juga meningkat dan telah memenuhi standar pelayanan,
walaupun disisi lain nilai GDR dan NDR sesudah Badan Layanan Umum
mengalami kenaikan.

Jumlah kematian pasien sesudah Badan Layanan Umum mengalami
kenaikan jika dibandingkan dengan sebelum Badan Layanan Umum, namun
hal ini tidak semata-mata karena mutu pelayanan yang belum baik, faktor
eksternal juga harus lihat dan dipertimbangkan, misalnya kondisi pasien
saat pertama kali dirujuk ke rumah sakit, jenis penyakit yang diderita oleh
pasien dan tingkat kesadaran masyarakat. Terjadi kenaikan nila GDR dan
NDR sesudah Badan Layanan Umum dibandingkan dengan sebelum Badan
Layanan Umumdisebabkan karena banyaknya pasien yang berkunjung ke
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rumah sakit dengan kondisi yang kronis dan setelah dilakukan pemeriksaan
lebih lanjut ternyata ditemukan penyakit lain yang diderita pasien. Penyakit
pasien kebanyakan sudah dalam keadaan yang parah dan adanya komplikasi
penyakit lain yang diderita oleh pasien. Karena kondisi pasien yang parah,
terkadang sulit untuk disembuhkan. Suatu penyakit yang kronis
penyembuhannya bertahap dan terkadang memiliki tingkat resiko kematian
yang tinggi.

Menurut hasil wawancara kepada Bidang Medis (Drg. Saptadewi
Erfi Herwati), Sub Bidang Pelayanan Keperawatan (Ns. Bambang Heri
Kartono), Bagian Umum (Drg. Kus Harianto) dan Bagian Keuangan (Dra
Feby Udiana) adanya Badan Layanan Umum ini mampu memberikan
peningkatan kinerja pelayanan terhadap pasien, hal ini terlihat pada jumlah
kunjungan pasien dari tahun 2008-2013 mengalami kenaikan. Sejak adanya
Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
mengupayakan untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Terlihat adanya instalasi-instalasi baru,
dibukanya poli-poli baru yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Adanya keleluasaan dan fleksibilitas yang diberikan Badan
Layanan Umum untuk memudahkan rumah sakit dalam menyediakan barang
dan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Jika membutuhkan alat maupun
obat-obatan yang sangat dibutuhkan pasien dalam keadaan darurat, rumah
sakit dapat membelikannya langsung dengan proses yang lebih mudah.
Adanya Badan Layanan Umum memudahkan rumah sakit dalam meningkatkan
kinerja pelayanan, proses penganggaran yang lebih mudah mampu
meningkatkan kemandirian rumah sakit dalam menjalankan kegiatan
pelayanan jasa kepada masyarakat. Sebelum adanya Badan Layanan Umum,
Pendapatan Adli Daerah tidak bisa langsung digunakan. Pendapatan Adli
Daerah tersebut tidak dapat digunakan dalam keadaan yang darurat dan harus
menunggu proses perubahan anggaran yang membutuhkan waktu yang lama.

Menurut hasil wawancara kepada Bidang Medis (Drg. Saptadewi
Erfi Herwati), Sub Bidang Pelayanan Keperawatan (Ns. Bambang Heri


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

62

Kartono), Bagian Umum (Drg. Kus Harianto) dan Bagian Keuangan (Dra.
Feby Udiana) menyatakan bahwa fleksibilitas dan keleluasaan dalam
pengelolaan keuangan yang diberikan Badan Layanan Umum membuat
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang mampu meningkatkan
pelayanan jasa kepada masyarakat, akan dibangun ruang perawatan khusus
intensif untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit. Penambahan sarana dan
prasarana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan juga
diharapkan mampu meminimalisir tingginya nilat NDR dan GDR pada Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang. Dalam rangka meningkatkan
mutu pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang membuat standar-standar untuk menilai mutu pelayanan rumah sakit,
standar itu terdiri dari Standar Pelayanan Minimal dan Indeks Kepuasan
Masyarakat pada tiap-tiagp instalas pelayanan publik. Indeks Kepuasan
Masyarakat ini adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

Rumah sakit merupakan institus yang kompleks, dinamis, kompetitif,
padat modal dan padat karya, yang multi disiplin serta dipengaruhi oleh
lingkungan yang selalu berubah. Namun rumah sakit harus tetap konsisten
untuk menjalankan misinya sebagali institus pelayanan sosia dengan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan
etika pelayanan (Candri, 2007).

Rumah sakit pemerintah sebaga lembaga layanan publik yang
menjalankan fungs kesehatan, selain perlu memahami peran, fungs dan
manajemen rumah sakit, juga perlu melakukan perubahan paradigma lembaga
dari bersifat sosia-birokratik menjadi lembaga sosial-ekonomi yang harus
menerapkan  konsep-konsep  mangiemen  modern  dengan  tetap
mempertahankan visi, misi dan fungsi sosia rumah sakit. Arah pembenahan
layanan publik pada rumah sakit mensyaratkan adanya peningkatan kualitas
pelayanan masyarakat sesual arti dan perannya yang pada hakikatnya adalah

untuk pembangunan manusia Indonesia. Dengan memperhatikan pentingnya
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peran layanan publik rumah sakit, maka diperlukan upaya yang sungguh-
sungguh dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal
(Nasution,2007).

Terkait dengan akuntabilitas kegiatan Badan Layanan Umum dalam
bentuk laporan tersebut diatas, berimplikas jika laporan tersebut baik maka
tata kelola Badan Layanan Umum tersebut juga ikut membaik. Terciptanya
tata kelola rumah sakit Badan Layanan Umum yang baik, maka diharapkan
akan dapat membuat keharmonisan internal pelaksanaan pengelolaan Badan
Layanan Umum, dimana hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja
Badan Layanan Umum secara optimal, yang merupakan tujuan dibentuknya
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta dapat mencapai vis
yang telah ditetapkan danmenjalankan misinya dengan baik.

Pimpinan rumah sakit Badan Layanan Umum berkepentingan dan
memiliki tanggung jawab langsung dalam meningkatkan kinerja. Kemampuan
untuk mengukur kinerja (performance measurement) merupakan salah satu
prasyarat bagi pimpinan rumah sakit Badan Layanan Umum untuk dapat
memobilisas sumber daya secara efektif dan memberi arah pada keputusan
strategis yang menyangkut perkembangan rumah sakit Badan Layanan Umum
dimasa yang akan datang.

Kinerja rumah sakit Badan Layanan Umum sangat ditentukan oleh
skala kegiatan ekonomi daerah yang bersangkutan. Bagi daerah yang memiliki
skala kegiatan ekonomi tinggi, tentunya akan memiliki kinerja yang tidak
dapat disgjgarkan dengan daerah yang skala ekonominya lebih rendah.
Pengukuran kinerja harus bersifat berkelanjutan sebagai upaya menciptakan
perbaikan maupun peningkatan pelayanan. Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang pelayanan kesehatan juga turut berperan dalam menilai
kinerja pelayanan rumah sakit Badan Layanan Umum. Selain itu, kalangan
industri memandang jasa pelayanan kesehatan sebagai peluang bisnis yang
cukup menjanjikan. Persaingan dalam industri jasa pelayanan kesehatan pun
meningkat, namun tetap dengan tujuan peningkatan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat.
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Kinerja pelayanan sangat mempengaruhi kinerja keuangan Badan
Layanan Umum, dengan adanya peningkatan kinerja pelayanan maka
diharapkan ada peningkatan konsumen pengguna jasa rumah sakit pemerintah
sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan berupa peningkatan
penerimaan dan pengelolaan biaya operasiona secara efisien.

Berkaitan dengan implementasi Badan Layanan Umum, selain harus
melalui masa-masa adaptasi, rumah sakit sendiri pun nampaknya tidak dapat
dilepaskan dari subsidi pemerintah daerah. Apalagi bila dibandingkan dengan
biaya per unit layanan, tarif yang berlaku di hampir semua rumah sakit daerah
selalu berada di bawah unit cost. Ini berarti tanpa subsidi rumah sakit akan
mengalami  kesulitan finansial. Tanpa subsidi, rumah sakit akan
memberlakukan tarif minimal sama dengan unit cost agar mampu bertahan
menyel enggarakan layanan kesehatan.

Untuk tahun-tahun pertama pelaksanaan pola pengelolaan keuangan
BLUD, penentuan anggaran belanja subsidi non gaji mengacu pada realisas
anggaran tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu, pendapatan rumah sakit
yang disetor ke kas daerah sebesar 20M, sedangkan belanja non gaji sebesar
30M, maka dengan asumsi anggaran pendapatan fungsional rumah sakit tahun
ini sama dengan tahun lalu sebesar 20M, maka belanja subsidi non gaji tahun
ini sebesar 10M (30-20) dan sisanya berupa belanja fungsiona sebesar 20M.

Belanja fungsional ditetapkan terlebih dahulu dengan mengacu pada
komposisi pendapatan fungsional. Semisal komposis pendapatan fungsional
terdiri dari 40% obat, 40% jasa pelayanan dan 20% jasa sarana, maka belanja
fungsional difokuskan untuk mendanai ketiga komponen utama pendapatan ini
yaitu obat, jasa pelayanan dan jasa sarana. Adapun pengeluaran-pengeluaran
yang sifatnya investasi atau peningkatan kapasitas SDM bersumber dari dana
subsidi APBD. Opsi ini berangkat dari pemikiran bahwa rumah sakit adalah
kepanjangan tangan kebijakan kepala daerah di bidang kesehatan.

Mengacu pada perbandingan antara unit cost dan tarif yang berlaku.
Bila unit cost (untuk layanan secara global) dan tarif berbanding 2 banding 1,

maka bila pendapatan fungsional rumah sakit dianggarkan sebesar 12M, maka
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belanja fungsional sebesar 4M (1/3x12) dan belanja subsidi sebesar 8M
(2/3x12). Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa rumah sakit mengeluarkan
biaya yang jauh lebih tinggi dari tarif yang berlaku. Selisih tarif dengan unit
cost menjadi tanggung jawab daerah dalam bentuk pemberian subsidi.
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan,
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagal jawaban atas pokok
permasalahan yang digukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan analisis trend dapat diketahui bahwa nilai aktiva, piutang,
hutang, ekuitas, pendapatan, biaya dan laba Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Haryoto Lumajang sesudah implementas Badan Layanan Umum
cenderung mengalami peningkatan. Kinerja keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumagang sesudah implementasi Badan Layanan
Umum mengalami peningkatan dibandingkan sebelum implementas
Badan Layanan Umum pada aspek likuiditas dan solvabilitas. Sedangkan
rentabilitas, cost recovery rate dan tingkat kemandirian mengalami
penurunan sesudah implementas Badan Layanan Umum dibandingkan
dengan sebelum implementasi Badan Layanan Umum.

2. Kinerja non keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
sesudah implementass Badan Layanan Umum relatif sama apabila
dibandingkan dengan sebelum implementass Badan Layanan Umum.
Daam hal ini nila BOR, TOl dan NDR sama-sama telah memenuhi
kriteria/lstandar pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit seperti
ketetapan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga
kinerja aspek tersebut dinilai baik. Sedangkan pada BTO, ALOS dan GDR
sesudah implementass Badan Layanan Umum dinila masih belum
memenuhi  kriteria/standar pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit
seperti ketetapan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan
kinerja aspek tersebut dinilai belum baik.

66
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5.2 Keterbatasan
Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, yaitu:

1. Ketersediaan data atau informasi mengenai kinerja nonkeuangan/kinerja
pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang hanya
dilaporkan dalam Standar Pelayanan Minima (SPM), untuk itu dalam
penelitian ini kinerja non keuangan/kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang hanya diidentifikasi berdasarkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).

2. Pendlitian ini hanya menggunakan pihak internal saja sebagai informan
tanpa melibatkan pihak eksternal seperti pasien/keluarga pasien, sehingga
informasi yang diperoleh masih sebatas dari pihak internal Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.

3. Pada penelitian ini terdapat rasio yang bernila nol yaitu rasio likuiditas
dan solvabilitas, sehingga bagi penelitian selanjutnya sebaiknya rasio
tersebut tidak digunakan dalam analisis.

5.3 Saran
Dari hasil penelitian ini kiranya peneliti dapat memberikan saran,
diantaranya:

1. Bagi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang, dituntut
untuk semakin transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya
finansianya dengan meningkatkan penerimaan dan pengelolaan biaya
operasional secara efisien, serta terus meningkatkan mutu pelayanannya
sehingga kinerja rumah sakit seiring dengan pengimplementasian Badan
Layanan Umum tetap bisa diandalkan.

2. Bagi penditian selanjutnya, berkaitan dengan implementass Badan
Layanan Umum pada rumah sakit hendaknya meneliti aspek kepuasan
pasien dan kinerja layanan rumah sakit. Sehingga diperoleh gambaran
yang lebih balk mengana kinerja rumah sakit dengan status Badan
Layanan Umum.
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LAMPIRAN 1

Indikator Kinerja Keuangan RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Tahun % Tahun % Tahun % Tahun % Tahun %
N dator SebdumBLU | Naik | SesudahBLU | Naik | SesudahBLU | Naik | Sesudah BLU Naik Sesudah BLU | Naik
2008 | 2009 atau 2009 | 2010 atau 2010 2011 atau 2011 2012 atau 2012 2013 atau
@) | @) | (Turun) | @) | ) | (Turun)[ (%) | () | (Turun)| (%) | (%) | (Turun) | (%) | (%) | (Turun)
1. |Rasio Likuiditas
a. Current Ratio 0 0 i 0 0 : 0 0 1 0 | 216163 | 2161,63% | 2161,63 | 1114,63 | -1047%
b. Quick Ratio 0 0 i 0 0 i 0 0 i 0 | 177814 | 1778.14% | 1778,14 | 944,07 | -834,07%
¢. Cash Ratio 0 0 i 0 0 i 0 0 i 0 | 1009,11 | 1009,11% | 1009,11 | 301,76 | -707,35%
2. |Rasio Solvabilitas
a 1?&' 2‘38:;%830 0 0 i 0 0 i 0 0 i 0 0.8 0,8% 08 | 203 | 123%
b. Total Debt to o | o : 0| o ] 0 0 - 0 08 | 08w | 08 | 207 | 12m%
Equity Ratio
3. |Resio Rentabilitas | 12,78 | 2445 | 11,67% | 24.45| 16,18 | -827% | 1618 | 51 |-11,08%| 51 | 2929 | 2419% | 2929 | 17,28 | -12.01%
4. |Cost Recovery Rate | 117,84 | 77,56 | -40,28% | 77,56 | 99,86 | 22,3% | 99,86 | 7581 | -24,05%| 7581 | 10597 | 30,16% | 10507 | 9537 | -10.6%
5. |Tingkat Kemandirian| 82,49 | 54,29 | -282% | 54,29| 699 | 1561% | 69,9 | 5307 |-1683%| 5307 | 7418 | 21,11% | 7418 | 66,76 | -7.42%
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LAMPIRAN 2

Perhitungan Pendapatan dan Belanja

Tahun %
Uraian Sebelum BLU Naik / (Turun)
2008 (Rp) 2009 (Rp)
Target Pendapatan 25.000.000.000,00 27.200.000.000,00 8,09%
Realisasi Pendapatan 21.753.000.000,00 27.071.000.000,00 19,64%
Target Belanja 30.430.000.000,00 52.718.000.000,00 42,28%
Redlisasi Belanja 26.370.000.000,00 49.860.000.000,00 47,11%
Perhitungan Pendapatan dan Belanja
Tahun %
Uraian Sesudah BLU Naik / (Turun)
2009 (Rp) 2010 (Rp)
Target Pendapatan 27.200.000.000,00 28.560.000.000,00 4,76%
Realisasi Pendapatan 27.071.000.000,00 31.450.000.000,00 13,92%
Target Belanja 52.718.000.000,00 44.123.000.000,00 -19,48%
Realisas Belanja 49.860.000.000,00 44.992.000.000,00 -10,82%
Perhitungan Pendapatan dan Belanja
Tahun %
Uraian Sesudah BLU Naik / (Turun)
2010 (Rp) 2011 (Rp)
Target Pendapatan 28.560.000.000,00 34.792.000.000,00 17,91%
Realisasi Pendapatan 31.450.000.000,00 33.054.000.000,00 4,85%
Target Belanja 44.123.000.000,00 65.384.000.000,00 32,52%
Redlisasi Belanja 44.992.000.000,00 62.288.703.732,00 27,77%
Perhitungan Pendapatan dan Belanja
Tahun %
Uraian Sesudah BLU Naik / (Turun)
2011 (Rp) 2012 (Rp)
Target Pendapatan 34.792.000.000,00 35.000.000.000,00 0,59%
Realisasi Pendapatan 33.054.000.000,00 42.737.000.000,00 22,66%
Target Belanja 65.384.000.000,00 61.251.000.000,00 -6,75%
Redlisasi Belanja 62.288.703.732,00 57.611.000.000,00 -8,12%
Perhitungan Pendapatan dan Belanja
Tahun %
Uraian Sesudah BLU Naik / (Turun)
2012 (Rp) 2013 (Rp)
Target Pendapatan 35.000.000.000,00 44.000.000.000,00 20,45%
Realisasi Pendapatan 42.737.000.000,00 50.123.000.000,00 14,74%
Target Belanja 61.251.000.000,00 81.571.000.000,00 24,91%
Redlisasi Belanja 57.611.000.000,00 75.078.000.000,00 23,27%
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LAMPIRAN 3

Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat

Tahun % Tahun % Tahun % Tahun % Tahun %
No Uraian Sebelum BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik /
2008 2009 Turun 2009 2010 Turun 2010 2011 Turun 2011 2012 Turun 2012 2013 Turun
Jumlah
1. |kunjungan 18090 18192 0,56% 18192 19660 7,47% 19660 17759 | -10,70% | 17759 21635 | 17,92% | 21635 25119 | 13,87%
IGD
Kunjungan Pasien Instalasi Rawat Jalan
Tahun % Tahun % Tahun % Tahun % Tahun %
No Uraian Sebelum BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik /
2008 2009 Turun 2009 2010 Turun 2010 2011 Turun 2011 2012 Turun 2012 2013 Turun
Jumlah
1. |pasien 291 336 13,39% 336 355 5,35% 355 22833 | 98,45% | 22833 22727 0,47% 22727 27261 | 16,63%
baru
Jumlah
2. |pasien 49197 52052 5,48% 52052 54698 4,84% 54698 33582 | -62,88% | 33582 34670 3,14% 34670 35830 3,24%
lama
3. ::%T;Iah 49488 52388 5,54% 52388 55053 4,84% 55053 56415 2,41% 56415 57397 1,71% 57397 63091 9,03%
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Kunjungan Pasien Instalasi Rawat Inap

Tahun % Tahun % Tahun % Tahun % Tahun %
No Uraian Sebelum BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik /
2008 2009 Turun 2009 2010 Turun 2010 2011 Turun 2011 2012 Turun 2012 2013 Turun

1. |Jumlah TT 172 172 - 172 209 17,70% 209 209 - 209 214 2,34% 214 214 -
Jumlah

2. |pasien 15903 15832 | -0,45% | 15832 15713 | -0,76% | 15713 17364 | 951% | 17364 18323 | 5,23% | 18323 19430 | 5,70%
masuk
Jumlah

3. |pasienkeluar| 15264 15237 | 0,18% | 15237 15185 | -0,34% | 15185 15922 | 4,63% | 15922 17185 | 7,35% | 17185 18822 | 8,70%
hidup
Jumlah

4. |pasien keluar 708 576 -22,92% 576 809 28,80% 809 831 2,65% 831 994 16,40% 994 979 -1,53%
mati
Pasien mati

5. < 48jam 460 446 -3,14% 446 473 5,71% 473 588 19,56% 588 706 16,71% 706 683 -3,37%
Pasien mati

6. > 48 jam 248 130 -90,77% 130 336 61,31% 336 243 -38,27% 243 288 15,63% 288 296 2,70%
Jumlah lama

7. dirawat 48579 48119 | -0,96% | 48119 66682 | 27,84% | 66682 50865 | -31,10% | 50865 | 48289 | -5,33% | 48289 57849 | 16,53%
Jumlah hari

8. 50739 50919 | 0,35% | 50919 53389 | 4,63% | 53389 51136 | -4,41% | 51136 53118 | 3,73% | 53118 62642 | 15,20%

perawat
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LAMPIRAN 4

Kriteria/Standar Pengukuran Kinerja Non Keuangan
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang

No | |ndikator Standar DepkesRI Tahun 2005 Kriteria
Pelayanan
1 BOR 60 - 85% Baik
2. TOI 1 -3 hari Bak
3. BTO 40 - 50 kali Baik
4 | ALOS 6- 9 hari Baik
Tidak lebih dari 45/1000 penderita keluar .
> GDR (4,5/100 penderita keluar) Baik
6. NDR Kurang dari 25/1000 penderita keluar Baik

(2,5/100 penderita keluar)
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LAMPIRAN 5

Indikator Kinerja Non Keuangan/Kinerja Pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No | Uraian Sebelum BLU Kriteria Sesudah BLU Kriteria Sesudah BLU Kriteria Sesudah BLU Kriteria Sesudah BLU Kriteria
2008 | 2009 2000 | 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013
1. | BOR | 80,60% | 81.11% | Baik | 81.11% | 8504% | Baik | 8504% | 66.20% B:;? 66.20% | 6834% | Baik | 68.34% | 80,20% | Baik
2. | TOl |o04hai | 04hai | Bak | 04hai | 1,45 hari Bs;rkn 145% | 1,50% BBe'a‘.{n 150% | 135% | Bak | 135% | 078% | Bak
3. | BTO |502kali|502kali| Bak |502kali|9299kai| Bak |9299kali|80,15 kali Bsa‘.{n 80,15 kali| 84,94 kali| Baik |84.94kali|9251kai| Baik
. . ) . ) . ) .| Belum . . | Belum . . i

4, ALOS | 2,84 hari | 2,84 hari Bak 3,04 hari | 4,17 hari Baik 4,17 hari | 3,04 hari Baik 3,04 hari | 2,65 hari Baik 2,65 hari | 2,92 hari Bak
5. | GDR | 443% | 364% | Bak | 364% | 506% Bs;rkn 506% | 496% | Bak | 496% | 547% BBe'a‘.{n 547% | 494% | Baik
6. | NDR | 155% | 082% | Baik | 0820 | 2.10% BS;E‘ 210% | 145% | Baik | 1.45% | 1.58% B:;{(“ 158% | 1.49% | Baik
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LAMPIRAN 6

Prosentase Naik/Turun Nilai GDR dan NDR

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang

Tahun % Tahun % Tahun % Tahun % Tahun %
No | Uraian Sebelum BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik / Sesudah BLU Naik /
2008 2009 | (Turun)| 2009 2010 | (Turun)| 2010 2011 | (Turun)| 2011 2012 | (Turun)| 2012 2013 | (Turun)
1. |GDR 4,43% | 3,64% | -0,79% | 3,64% | 506% | 1,42% | 506% | 4,96% | -0,10% | 4,96% | 547% | 051% | 547% | 4,94% | -0,53%
2. INDR 1,45% | 0,82% | -0,63% | 0,82% | 2,10% | 1,28% | 2,10% | 1,45% | -0,65% | 1,45% | 1,58% | 0,13% | 1,58% 1,49% | -0,09%
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LAMPIRAN 7

Has| Wawancar a Pendlitian

Wawancar a Pendlitian

Pertanyaan dibawah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat

Bapak/Ibu mengenai gambaran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum.

Nama - Drg. Saptadewi Erfi Herwati
Jabatan : Bidang Medis

Hari/Tanggal : Senin/ 9 Februari 2015
Waktu : 08.00 - selesai

Daftar Pertanyaan
1. Apakah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang mempunyai |aporan

Kinerja?

Jawab: Rumah Sakit Umum Dagerah Dr. Haryoto Lumajang sudah mempunyai

laporan kinerja, yang telah dibuat sgjak dulu.

2. Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagjang terdiri dari kinerja
apasgja?

Jawab: Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang

terdiri dari kinerja keuangan dan kinerja pelayanan/non keuangan.

3. Point-point apa sga yang digunakan untuk menilai kinerja Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang?

Jawab: Indikator yang digunakan sebagai penilaian kinerja di Rumah Sekit

Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang ada ah sebagai berikut:

a Penilaian kinerja keuangan diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan
diantaranya: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, cost
recovery rate dan tingkat kemandirian.

b. Penilaian kinerja pelayanan indikatornya dapat dinila berdasarkan BOR,
TOI, BTO, ALOS, GDR dan NDR, indikator ini sesuai dengan standar

internasional.
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4. Penilaian KARS pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumaang

dinila berdasarkan apa?
Jawab: Penilaian KARS berdasarkan lima pelayanan tingkat dasar, yaitu
pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang non
medis, pelayanan sistem informas mangemen rumah sakit dan pelayanan
unggul.

5. Untuk menjadi sebuah Badan Layanan Umum, maka harus memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, diantaranya persyaratan teknis
yaitu tentang kinerja satuan kerjainstans yang bersangkutan. Pertanyaannya:
bagaimanakah gambaran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang yang digunakan dalam penilaian Badan Layanan Umum?

Jawab: Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang yang
digunakan dalam penilaian Badan Layanan Umum méliputi kinerja

pelayanan/non keuangan dan kinerja keuangan.
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Wawancar a Pendlitian

Pertanyaan dibawah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat
Bapak/Ibu mengenai gambaran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum.

Nama : Drg. Saptadewi Erfi Herwati
Jabatan : Bidang Medis

Hari/Tanggal : Selasa/ 10 Februari 2015
Waktu : 08.00 - selesai

Daftar Pertanyaan

1. Berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Haryoto Lumajang, untuk Tahun 2008-2013 jumlah kunjungan
pasien mengalami fluktuasi naik turun, gpa yang menyebabkan perbedaan
tersebut?
Jawab: Fluktuasi naik turunnya jumlah pasien dapat dikarenakan oleh
kenaikan tarif rumah sakit ditahun 2010, naiknya tarif ini juga bersamaan
dengan naiknya biaya pendidikan. Kebanyakan masyarakat memilih
mementingkan pendidikan untuk anak-anaknya dibandingkan biaya untuk
pengobatannya. Padahal tahap penyembuhan penyakit membutuhkan waktu.
Naik turunnya kunjungan pasien dapat dikarenakan tingkat kesadaran
masyarakat akan penyakit masih rendah. Waaupun Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang sudah berupaya meningkatkan pelayanannya
terlihat dengan adanya instalasi-instalas baru yang digunakan untuk
menunjang pengobatan masyarakat.

2. Berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumagang, untuk Tahun 2008-2013 nilai indikator
kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
(BOR, TOI, BTO, ALOS, GDR dan NDR) mengalami fluktuasi naik turun,
apa yang menyebabkan perbedaan tersebut?

Jawab: Naik turunnya nila BOR, TOI dan BTO tergantung pada tingkat
pemakaian tempat tidur pasien. Semakin banyak pasien yang berkunjung
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semakin baik nilac BOR, TOI dan BTO. Nila BOR, TOI dan BTO ini
menunjukkan kinerja pelayanan rumah sakit. Sedangkan naik turunnya nilai
ALOS, GDR dan NDR ini tergantung pada kondisi pasien yang dirujuk ke
rumah sakit. Kebanyakan masyarakat tidak sadar akan bahaya suatu
penyakit, mereka akan datang berobat jika kondisi mereka sudah parah,
padahal penyembuhan penyakit memerlukan perawatan yang bertahap dan
memiliki tingkat resiko kematian yang tinggi. Kondisi yang demikian
menyebabkan tingginya nilai GDR dan NDR.
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Wawancar a Pendlitian

Pertanyaan dibawah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat
Bapak/Ibu mengenai gambaran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum.

Nama : Drg. Saptadewi Erfi Herwati
Jabatan : Bidang Medis

Hari/Tanggal : Rabu / 11 Februari 2015
Waktu : 08.00 - selesai

Daftar Pertanyaan

1. Berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumagang indikator kinerja keuangan, nilai rasio-rasio
keuangannya menunjukkan kenailkan sgak tahun 2008-2013, apa yang
menyebabkan perbedaan tersebut dan bagaimana kaitannya dengan sebelum
dan sesudah Badan Layanan Umum?
Jawab: Memang seharusnya indikator kinerja keuangan tersebut meningkat
dari tahun 2008-2013, karena dulu sebelum adanya Badan Layanan Umum
yang mengatur standar keuangan adalah pemerintah pusat, sebelum ada
Badan Layanan Umum dana yang diterima berarti dana itu yang harus
disetorkan, penetapan standar tidak memandang target dan Pendapatan Adli
Daerah yang disetor oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang. Pemerintah pusat tidak melihat hasil setoran Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumgang, melainkan tergantung pada plot yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan setelah adanya Badan
Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang dapat
menentukan standar keuangannya sendiri. Adanya Badan Layanan Umum
yang memberikan fleksibilitas berupa penyediaan barang dan jasa tanpa
prosedur yang berbelit-belit dan Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat
dikelola secara langsung. Dulu sebelum adanya Badan Layanan Umum untuk
membeli obat sga harus terlebih dahulu melewati tender-tender dan itu

membutuhkan proses yang sangat lama. Namun dengan adanya Badan
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Layanan Umum proses tersebut menjadi lebih mudah. Dengan adanya Badan
Layanan Umum, Pendapatan Adli Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto Lumajang dapat dikelola secara langsung dan lebih fleksibel. Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang memperoleh dana operasional
yang berasal dari subsidi (dari Pemerintah Provinsi) dan dana fungsiona yang
berasal dari Pendapatan Adli Daerah yang harus dituangkan dalam Dokumen
Pelaksana Anggaran dan telah terencana. Kedua dana tersebut merupakan
dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kalau sebelum Badan Layanan
Umum jika Pendapatan Adli Daerah tidak langsung digunakan, maka Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumgang harus menunggu proses
perubahan anggaran dan membutuhkan waktu yang lama, serta anggaran
tersebut tidak dapat digunakan pada saat yang darurat, misalnya dibutuhkan
segera obat-obatan pasien yang darurat, rumah sakit tidak bisa membelikannya
secara langsung. Namun dengan adanya Badan Layanan Umum jika ada
kebutuhan darurat, rumah sakit bisa langsung menggunakan anggaran
tersebut untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan darurat pasien, misalnya
pembelian obat-obatan pasien atau alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan
pasien, akan tetapi rumah sakit harus melaporkannya ke Pemerintah Provinsi.
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Wawancar a Pendlitian

Pertanyaan dibawah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat
Bapak/Ibu mengenai gambaran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum.

Nama : Drg. Saptadewi Erfi Herwati
Jabatan : Bidang Medis

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Februari 2015
Waktu :14.00 - selesal

Daftar Pertanyaan

1. Berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang, terjadi peningkatan nilai BOR, TOI, BTO,
ALOS, GDR dan NDR, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut dan
bagal mana kaitannya dengan sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum?
Jawab: Adanya Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas
berupa penyediaan barang dan jasa telah digunakan dengan baik oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang, hal ini terlihat dengan
pembukaan-pembukaan instalasi-instalas baru yang bertujuan untuk
meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit. Akan tetapi tingkat kematian
pasien tahun 2010-2011 memang mengaami peningkatan, namun hal ini tidak
semata-mata karena mutu pelayanan, faktor eksternal juga harus lihat dan
dipertimbangkan, misalnya kondisi pasien dan tingkat kesadaran
masyarakat akan penyakit. Masa penyembuhan suatu penyakit bertahap dan
harusnya ada pencegahan atau perawatan sgak dini, bukan berobat jika
kondisinya sudah parah dan kronis. Umumnya hal ini yang menjadi pemicu
utama penyebab tingginya tingkat kematian pasien. Padahal Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang sejak tahun 2010, sudah memiliki
instalasi terapi oksigen Aiperbaric. Sehingga memudahkan masyarakat dalam
mel akukan pengobatan.
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Wawancar a Pendlitian

Pertanyaan dibawah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat
Bapak/Ibu mengenai gambaran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum.

Nama : Ns. Bambang Heri Kartono

Jabatan : Sub Bidang Pelayanan K eperawatan
Hari/Tanggal : Senin/ 16 Februari 2015

Waktu : 08.00 - selesai

Daftar Pertanyaan

1. Berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang, terjadi peningkatan nilar BOR, TOI, BTO,
ALOS, GDR dan NDR, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut dan
bagal mana kaitannya dengan sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum?
Jawab: BOR, TOI dan BTO adalah satu rangkaian dari tinggi rendahnya
interval, tingkat efisiensi pergantian tempat tidur dan pelayanan pasien.
Tinggi rendahnya nilai ini sangat bergantung pada jumlah kunjungan pasien,
sarana dan prasarana perawatan, serta kondisi pasien. Tinggi rendahnya
nilai ALOS tergantung pada kondisi pasien saat pertama kali pasien datang
untuk berobat. Nilai GDR dan NDR merupakan nilai yang menunjukkan
kinerja pelayanan rumah sakit. Perlu diketahui pada Tahun 2011 jumlah
kunjungan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
mengalami peningkatan, pasien yang datang untuk berobat ini bukan hanya
penyakit yang kategori ringan, melainkan pasien tersebut juga menderita
penyakit komplikasi, seperti jantung, paru-paru, ginjal dan lainnya. Tingginya
nilai BOR, TOI, BTO, GDR dan NDR tidak lepas dari faktor eksternal rumah
sakit, kondisi pasien dan jenis penyakit yang diderita oleh pasien menjadi
faktor penyebabnya. Namun dengan adanya Badan Layanan Umum dapat
memberikan kemudahan pada rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat, obat-obat dan alat yang dibutuhkan untuk pasien
yang kondisinya darurat dapat dibeli langsung tanpa melalui proses yang
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panjang. Adanya Badan Layanan Umum mempermudah proses menyediaan
layanan jasa yang dibutunkan dalam kondis yang darurat. Untuk
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang membuat standar-standar untuk menilai mutu
pelayanan rumah sakit, standar itu terdiri dari Standar Pelayanan Minimal dan
Indeks Kepuasan Masyarakat pada tiap-tiap instalasi pelayanan publik. Indeks
Kepuasan Masyarakat ini adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagal
penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
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Wawancar a Pendlitian

Pertanyaan dibawah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat
Bapak/Ibu mengenai gambaran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum.

Nama : Drg. Kus Harianto
Jabatan : Bagian Umum
Hari/Tanggal : Selasa/ 17 Februari 2015
Waktu :13.00 - selesai

Daftar Pertanyaan

1. Berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Haryoto Lumajang, untuk Tahun 2008-2013 jumlah kunjungan
pasien mengalami fluktuasi naik turun, apa yang menyebabkan perbedaan
tersebut?
Jawab: Jumlah kunjungan pasien Tahun 2008-2013 mengalami fluktuasi
naik turun, hal ini dapat disebabkan karena pergantian musim, misalnya
musim penghujan. Pada musim penghujan jumlah kunjungan pasien
nailk, ha ini disebabkan karena pada musim hujan cuaca buruk, dan
seringkali penyakit datang menyerang masyarakat seperti typus, liver, dan
lainnya. Musim pergantian tahun gjaran baru juga dapat mempengaruhi
turunnya jumlah kunjungan pasien, jika musim pergantian tahun gjaran baru
masyarakat lebih mementingkan biaya pendidikan daripada berobat. Jumlah
kunjungan pasien lama meningkat karena tingkat kesadaran minum obat
pasien sangat minim. Timbulnya pasien baru karena minimnya tingkat
kesadaran pasien dalam menjaga kondisi lingkungan. Penyakit tersebut
dapat menular di tempat yang lembab dan basah.

2. Berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang terjadi peningkatan nilai BOR, TOI, BTO,
ALOS, GDR, dan NDR, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, dan
bagaimana kaitannya dengan sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum
(BLU)?
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Jawab: Nila BOR, TOI, BTO, ALOS, GDR, dan NDR tidak lepas dari
faktor eksternal. BOR, TOI, dan BTO bergantung pada minat pasien atau
jumlah kunjungan pasien. Nilai ALOS tergantung pada kondisi pasien saat
pertama kali dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.
Kenaikan nilar GDR dan NDR ini disebabkan karena banyaknya pasien
yang berkunjung ke rumah sakit dengan kondisi yang kronis, dan setelah
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata ditemukan berbagai jenis
penyakit. Penyakit pasien kebanyakan sudah dalam keadaan yang parah,
dan adanya komplikasi penyakit lain yang diderita oleh pasien. Karena
kondisi pasien yang parah, terkadang sulit untuk disembuhkan. Penyakit
tersebut membutuhkan penyembuhan bertahap dan memiliki tingkat
kematian yang tinggi. Adanya Badan Layanan Umum (BLU) ini mampu
memberikan peningkatan kinerja pelayanan terhadap pasien, hal ini terlihat
pada jumlah kunjungan pasien yang dari Tahun 2008-2013 mengalami
perkembangan. Sgjak adanya Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang mengupayakan untuk memenuhi sarana
dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terlihat
adanya instalasi-instalasi baru, dibukanya poli-poli baru, yang bertujuan

untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
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Wawancar a Pendlitian

Pertanyaan dibawah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat
Bapak/Ibu mengenai gambaran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum.

Nama : Drg. Kus Harianto
Jabatan : Bagian Umum
Hari/Tanggal : Rabu / 18 Februari 2015
Waktu :10.00 - selesai

Daftar Pertanyaan

1. Berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumagang indikator kinerja keuangan, nilai rasio-rasio
keuangannya menunjukkan kenailkan sgak tahun 2008-2013, apa yang
menyebabkan perbedaan tersebut dan bagaimana kaitannya dengan sebelum
dan sesudah Badan Layanan Umum?
Jawab: Terjadinya peningkatan kunjungan pasien mampu meningkatkan
nilac BOR, TOI dan BTO, ha ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumgang meningkat,
meningkatnya kinerja pelayanan berdampak pada naiknya Pendapatan Adli
Daerah. Pendapatan Adli Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang diperoleh dari aktivitas pelayanan jasa yang diberikan oleh rumah
sakit. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah menunjukkan semakin
baik pelayanan rumah sakit, banyaknya kunjungan pasien juga menunjukkan
tingginya nilai Pendapatan Asli Daerah. Anggaran yang dimiliki oleh rumah
sakit ada dua macam, yaitu anggaran fungsional dan anggaran subsidi.
Anggaran fungsional ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya
Badan Layanan Umum Pendapatan Asli Daerah dapat dikelola sendiri oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang, namun tetap harus
dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran. Adanya keleluasaan dan
fleksibilitas yang diberikan Badan Layanan Umum memudahkan rumah sakit
dalam menyediakan barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Jika
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membutuhkan alat maupun obat-obatan yang sangat dibutuhkan pasien dalam
keadaan darurat, rumah sakit dapat membelikannya langsung dengan proses
yang lebih mudah. Adanya Badan Layanan Umum memudahkan rumah
sakit dalam meningkatkan kinerja pelayanan, proses penganggaran yang lebih
mudah mampu meningkatkan kemandirian rumah sakit dalam menjalankan
kegiatan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sebelum adanya Badan Layanan
Umum, Pendapatan Asli Daerah tidak bisa langsung digunakan. Pendapatan
Asdli Daerah tersebut tidak dapat digunakan dalam keadaan yang darurat dan
harus menunggu proses perubahan anggaran yang membutuhkan waktu yang
lama.
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Wawancar a Pendlitian

Pertanyaan dibawah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat
Bapak/Ibu mengenai gambaran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum.

Nama : Dra. Feby Udiana
Jabatan : Bagian Keuangan
Hari/Tanggal : Senin/ 23 Februari 2015
Waktu : 08.00 - selesai

Daftar Pertanyaan

1. Berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Haryoto Lumagang, untuk tahun 2008-2013 jumlah kunjungan
pasen mengalami fluktuasi naik turun, gpa yang menyebabkan perbedaan
tersebut?
Jawab: Naik turunnya jumlah kunjungan pasien tahun 2008-2013 disebabkan
oleh beberapa alasan. Misalnya terjadi kenaikan tarif di tahun 2010,
kenaikan tarif ini berdampak pada turunnya jumlah kunjungan pasien. Tidak
berlakunya Surat Keterangan Tidak Mampu juga mengakibatkan turunnya
jumlah kunjungan pasien. Peningkatan kunjungan pasien pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang terjadi pada musim penghujan,
berbagai penyakit sering kali kambuh di musim penghujan. Jumlah
kunjungan pasien ditahun 2011 meningkat dikarenakan adanya
penambahan sarana dan prasarana baru yang bertujuan untuk
menyediakan |ayanan jasa kesehatan masyarakat.

2. Berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumaang terjadi peningkatan nilai BOR, TOI, BTO,
ALOS, GDR dan NDR, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut dan
bagai mana kaitannya dengan sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum?
Jawab: BOR, TOI dan BTO naik tergantung pada jumlah kunjungan pasien
yang memakal tempat tidur rumah sakit. Semakin banyak kunjungan pasien
yang dirawat, semakin baik nila BOR, TOI dan BTO. Indikator BOR, TOlI,
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BTO, ALOS, GDR dan NDR ini menunjukkan kinerja pelayanan rumah sakit.
Tinggi rendahnya nilai GDR dan NDR tidak terlepas dari faktor eksterna
pasien, misalnya pasien baru datang ke rumah sakit pada kondisi yang
sudah kronis, pasien yang berobat kebanyakan sudah lanjut usia, saat
pertama kali pasien datang ke rumah sakit sudah mengalami gagal nafas dan
diserta komplikass oleh penyakit lain. Keterlambatan rujukan dari
puskesmas untuk dibawa ke rumah sakit juga dapat mempengaruhi
tingginya nila GDR dan NDR, seringkali puskesmas terlambat dalam
memberikan rujukan, sehingga ketika tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Haryoto Lumagang pasien sudah dalam kondis kronis, ha ini
menggambarkan bahwa sistem rujukan puskesmas yang kurang maksimal.
Tingginya angka GDR dan NDR juga dapat disebabkan oleh faktor
internal, misalnya keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit. Sampai
saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang masih belum
memiliki ruang perawatan khusus intensif. Keterbatasan sarana dan prasarana
menjadi salah satu faktor minimnya pelayanan rumah sakit. Fleksibilitas dan
keleluasaan dalam pengelolaan keuangan yang diberikan Badan Layanan
Umum membuat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumaang
mampu meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat, dapat dilihat saat
ini telah dibangun instalasi-instalasi baru dan ruang perawatan khusus untuk
meningkatkan pelayanan rumah sakit. Penambahan sarana dan prasarana
tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan juga
diharapkan mampu meminimalisir tingginya nilac NDR dan GDR pada
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.
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Wawancar a Pendlitian

Pertanyaan dibawah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat
Bapak/Ibu mengenai gambaran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum.

Nama : Dra. Feby Udiana
Jabatan : Bagian Keuangan
Hari/Tanggal : Selasa/ 24 Februari 2015
Waktu :11.00 - selesai

Daftar Pertanyaan

1. Berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumagang indikator kinerja keuangan, nilai rasio-rasio
keuangannya menunjukkan kenailkan sgak tahun 2008-2013, apa yang
menyebabkan perbedaan tersebut dan bagaimana kaitannya dengan sebelum
dan sesudah Badan Layanan Umum?
Jawab: Dengan adanya status Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang sebagal Badan Layanan Umum pengelolaan keuangan rumah sakit
menjadi maksimal. Maksudnya maksimal disini rumah sakit dapat mengatur
sendiri Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari aktivitas pelayanan jasa
yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat. Namun tetap harus melapor
ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dokumen Pelaksana Anggaran.
Meningkatnya rasio-rasio keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan
meningkat. Hal ini berarti target yang ditetapkan oleh rumah sakit bisa
terlampaui. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang sejak
tahun 2008 tidak memperoleh dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara. Sudah empat tahun Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang mengusulkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Dinas
Kesehatan Provins Jawa Timur tetapi masih belum terealisasi. Fleksibilitas
yang diberikan oleh Badan Layanan Umum membuat Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Haryoto Lumajang diberikan keleluasaan untuk mengelola secara
langsung Pendapatan Adli Daerah. Adanya kebijakan tersebut berdampak pada
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penambahan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Haryoto Lumagang. Pemenuhan kebutuhan darurat
dapat langsung direalisasikan tanpa harus menunggu proses yang panjang
dan berbelit. Adanya Badan Layanan Umum mampu memberikan kemudahan
dalam melaksanakan penganggaran dan pengelolaan keuangan rumah sakit.
Sebelum adanya Badan Layanan Umum, Pendapatan Adli Daerah tidak dapat
digunakan langsung dan harus disetorkan ke Pemerintah Pusat.
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LAMPIRAN 8. Organisasi Struktural, terdin dari:
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INSTALASI KIF INSTALASI KJF
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RSUD DR. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
(PERDA NOMOR 13 TAHUN 2813)

DIREKTUR

dr. TRIWORO SETYOWATI

DEWAN PENGAWAS

KOMITE- WADIR WADIR SPI
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DARURAT JALAN INAP INTENSIF LINGKUNGAN SARANA
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